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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillahirabbil’alamin atas segala nikmat iman, kesempatan, serta 

kekuatan yang telah diberikan Allah Subhanahuwata’ala sehingga 

reformerdapat menyelesaikan proyek perubahan dalam rangka mengikuti PKN 

TK II Polri Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2023. Shalawat beriring salam 

untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah Shallallahu‘alaihiwasallam 

beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai- 

nilai kebaikan yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di 

penjuru dunia. 

 
Proyek perubahan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk 

meyelesaikan PKN TK II Polri Angkatan XVIII Tahun Anggaran 2023. Judul 

Proyek Perubahan ini adalah “STRATEGI PENYUSUNAN DAN 

PENGENDALIAN PEMBIAYAAN TINDAK PIDANA UMUM OLEH BIRO 

RENA POLDA LAMPUNG”.  

 
Reformer menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Proyek 

Perubahan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan waktu, materi dan kemampuan reformer dalam menuangkan 

gagasan, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan Proyek Perubahan ini 

sangat Reformer harapkan, agar dapat dilanjutkan sebagai Proyek Perubahan 

yang bermuara pada diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sekembalinya 

kekesatuan. 

 
Terwujudnya penyusunan Proyek Perubahan ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing Reformer baik secara 

materi maupun moril. Oleh karena itu, Reformer menyampaikan rasa hormat 

dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si yang telah 

memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengikuti PKN Tk. II 

Angkatan XVIII T.A.2023. 

2. Karorena Polda Lampung Kombes Pol Y. Budi Meidianto, S.I.K., M.H. 

yang telah memberikan dukungan dalam PKN Tk. II Angkatan XVIII T.A. 

2023 dan selaku mentor yang telah banyak memberikan motivasi dan 

membantu serta membimbing dalam menyelesaikan Proyek perubahan 

ini. 

3. Kapusdikmin Polri Kombes Pol Drs. Taufik Supriyadi atas kesempatan 

yang telah diberikan untuk mengikuti PKN Tk. II Angkatan XVIII T.A. 2023. 

4. Dirreskrimum Polda Lampung Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung, 

S.E., S.IK., M.Si., M.M yang telah memberikan dukungan dalam PKN Tk. 

II Angkatan XVIII T.A.2023. 

5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan, M.T. yang telah 

banyak memberikan dukungan, saran dan masukan dalam pelaksanaan 

Proyek perubahan ini. 

6. Kepala KESBANGPOL Provinsi Lampung Drs. M. Firsada, M. Siyang telah 

banyak memberikan dukungan, saran dan masukan dalam pelaksanaan 

Proyek perubahan ini. 

7. Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo. K., S.T., M.M. yang telah 

banyak memberikan dukungan, saran dan masukan dalam pelaksanaan 

Proyek perubahan ini. 

8. AKBP Grace K.D. Rahakbau, S.I.K., M.Si. selaku COACH project leader 

yang telah banyak membantu dan membimbing project leader dalam 

menyelesaikan pelaksanaan proyek perubahan ini. 

9. Seluruh Personil Pusdikmin Polri atas segala ilmu dan pengetahuan yang 

telah diberikan kepada action leader selama mengikuti PKN Tk. II Polri 

Angkatan XVIII T.A2023. 

10. Kepada seluruh Widyaiswara dari Lembaga Administrasi Negara yang telah 

memberikan bimbingan dalam mengikuti PKN Tk. II Polri Angkatan XVIII T.A. 

2023. 

11. Seluruh TIM Efektif dan seluruh Staf Birorena Polda Lampung atas segala 

bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada action leader 
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selama melaksanakan Proyek perubahan ini. 

12. Para Kepala Bappeda Pemkab/Kota Jajaran Provinsi Lampung, Para 

Kepala Kesbangpol Pemkab/Kota Jajaran Provinsi Lampung, dan Para 

Kepala Bpkad Pemkab/Kota Jajaran Provinsi Lampung yang telah 

berkontribusi dalam penyelesaian proyek perubahan. 

13. Istri tercinta Estiasih Widiyastuti, S.Pd, anak tersayang Jatra Putra 

Suharsono, Andira Pramesti Suharsono, dan Firda Primastuti Suharsono. 

yang telah banyak memberikan do’a, motivasi, semangat dan dukungan 

kepada action leader selama pelaksanaan PKN TK II POLRI ANGKATAN 

XVIII T.A. 2023. 

14. Teman-teman peserta PKA Angkatan IX T.A. 2023 yang telah memberikan 

sumbangan pikiran dan dukungan kepada action leader selama masa PKN 

TK II POLRI ANGKATAN XVIII T.A 2023 dan juga penyelesaian proyek 

perubahan. 

Reformer menyadari akan ketidaksempurnaan pelaksanaan Proyek 

Perubahan ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh sebab itu 

besar harapan reformer kepada semua pihak agar memberikan kritik dan 

saran guna menghasilkan sebuah Proyek Perubahan yang lebih baik dan 

sempurna dari segi substansi maupun penulisannya dalam penyusunan 

laporan akhir Proyek Perubahan nantinya. 

 
Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak mendapat 

kebaikan dan pahala dari Allah SWT serta reformer berharap Proyek 

Perubahan ini dapat mendatangkan manfaat bagi reformer dan pembaca pada 

umumnya.  

 
 

Bandung, November 2023 

PESERTA PKN II 

 
 

JOKO SISWONDO H., S.E. 
NOSIS 20230707012061 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 
Proyek Perubahan mengenai strategi penyusunan dan pengendalian 
pembiayaan  tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung merupakan 
suatu gagasan srategis untuk mengatasi permasalahan keamanan daerah 
khususnya dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana umum melalui 
kebijakan penataan anggaran yang tepat sasaran. Tujuan utama dari Proyek 
Perubahan ini adalah untuk memaksimalkan pembiayaan tindak pidana umum 
serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Proyek perubahan ini sangat 
penting untuk di kaji karena sesuai dengan amanat dari Presiden RI bahwa 
penggunaan anggaran harus tepat sasaran. Dalam hal ini organisai Polri harus 
mereformasi diri beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan jaman 
sebagai Langkah inovasi dalam penataan anggaran sesuai dengan harapan 
Polri yang presisi serta berorientasi dalam mewujudkan harkamtibmas dan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
Organisasi Polri harus mereformasi diri dan beradaptasi dengan perkembangan 
dan tuntutan jaman sebagai langkah inovasi dalam penataan anggaran secara 
komprehensif, pembiayaan tindak pidana umum secara optimal sehingga dapat 
selaras dengan tujuan pembangunan nasional yakni peningkatan investasi, 
pengentasan kemiskinan dan percepatan aktual Presiden. Reformasi birokrasi 
tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau 
mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang 
dirasakan secara langsung oleh unit organisasi maupun masyarakat luas. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 
A. LATAR BELAKANG 

 
Reformasi Polri dalam mewujudkan situasi kamtibmas 

banyak membuat perubahan, baik dalam sistem ketatanegaraan 

dan tata cara penegakan hukum, semenjak dimulainya era 

reformasi organisasi Polri pun ikut menyesuaikan dengan 

melakukan tata cara dan aturan, yang tujuannya adalah agar Polri 

dapat memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman 

secara Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan 

(PRESISI), namun tetap tegas dalam penegakkan hukum, 

sehingga tercipta kamtibmas yang kondusif. 

 
Kriminalitas di wilayah Provinsi Lampung mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, faktor penyebab kejahatan terjadi 

karena kesenjangan sosial, iri dan dendam hingga akhirnya 

memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal 

dan sebagainya. Dalam kurun waktu 2022-2023 tindak pidana 

umum khususnya curat, curanmor dan curas meningkat kurang 

lebih 40%. 
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Penyusunan dan pengendalian pembiayaan  tindak 

pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung perlu mendapat 

dukungan dari berbagai indikator salah satunya adalah dukungan 

anggaran. Kondisi saat ini anggaran untuk pembiayaan tindak 

pidana umum dirasakan masih kurang maksimal, kendala yang 

dihadapi yakni keterbatasan anggaran. Anggaran untuk 

pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari APBN 

dinilai belum tepat sasaran sehingga berdampak tidak 

maksimalnya penanganan tindak pidana umum. Sedangkan 

APBD masih banyak digunakan untuk pengadaan pembangunan 

yang seharusnya banyak digunakan untuk harkamtibmas. 

 

 
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance 

dalam penyelenggaraan negara, alokasi APBN maupun APBD 

perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan 

bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat 

Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang 

Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam asas- 

asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal 

dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas  
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universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-

asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan 

kaidah-kaidah yang baik). 

 
Salah satu organisasi pengemban fungsi di bidang 

pembinaan penyelenggaraan perencanaan program kerja dan 

anggaran yakni Rorena Polda Lampung. Sebagai pengemban 

fungsi pembinaan penyelenggaraan perencanaan program kerja 

dan anggaran menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan 

strategis Polda termasuk memantau atau memonitoring, evaluasi 

pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem 

manajemen organisasi, membina penerapan sistem manajemen 

di lingkungan Polda, menerapkan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) 

pada tingkat Polda, masih diperlukan kelanjutan pelaksanaan 

arah kebijakan khususnya perencanaan anggaran. Adapun 

anggaran pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari 

APBN T.A. 2021 sampai dengan T.A. 2023 sebagai berikut: 

 

Tabel. 1.1 Anggaran APBN T.A. 2021 s.d T.A. 2023 Polda Lampung  
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Sedangkan APBD masih banyak digunakan untuk 

pengadaan pembangunan yang seharusnya banyak digunakan 

untuk harkamtibmas.  Adapun rekpitulasi hibah APBD ke Polda 

Lampung sebagai berikut: 

 

Tabel. 1.2 Hibah APBD ke Polda Lampung 

NO TAHUN BELANJA BARANG % BELANJA MODAL % TOTAL 

1 2021 29.939.167.000 31,8% 64.222.608.481 68,2% 94.161.775.481 

2 2022 25.937.206.000 39,9% 39.077.934.090 60,1% 65.015.140.090 

3 2023 15.509.954.000 31,0% 34.457.665.124 69,0% 49.967.619.124 

TOTAL 71.386.327.000 34,1% 137.758.207.695 65,9% 209.144.534.695 

 

Tabel. 1.3 Rekap Hibah APBD Tepat Sasaran 

NO TAHUN BELANJA BARANG % 

1 2021 29.939.167.000 31,8% 

2 2022 25.937.206.000 39,9% 

3 2023 15.509.954.000 31,0% 

TOTAL 71.386.327.000 34,1% 

 

Tabel. 1.4 Rekap Hibah APBD Tidak Tepat Sasaran 

NO TAHUN BELANJA MODAL % 

1 2021 64.222.608.481 68,2% 

2 2022 39.077.934.090 60,1% 

3 2023 34.457.665.124 69,0% 

TOTAL 137.758.207.695 65,9% 

Sumber: Rorena Polda Lampung 2023 
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Kondisi saat ini bahwa anggaran untuk pembiayaan 

tindak pidana umum yang bersumber dari APBN dinilai belum 

tepat sasaran karena banyak digunakan sebagai kegiatan 

pendukung, bukan untuk kegiatan utama antara lain kegaiatan 

rapat-rapat dan perjalanan dinas, sedangkan APBD masih 

banyak digunakan untuk pengadaan pembangunan yang 

seharusnya banyak digunakan untuk harkamtibmas. 

 

Adapun Susunan Organisasi Rorena Polda Lampung 

berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja satuan organisasi pada tingkat Kepolisian Daerah adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Rorena Polda Lampung 2023 

 

 

 

KABAG RENPROGAR 

JOKO SISWONDO H., SE 
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KABAG RENPROGAR 

Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H. 

KOMBES POL NRP. 66050661 
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Rorena Polda Lampung bertugas: 

a.  membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan 

umum dan anggaran; 

b.  menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis 

Polda; 

c.  monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

anggaran serta penerapan sistem dan manajemen 

organisasi; 

d.  membina penerapan sistem dan manajemen organisasi dan 

tata laksana di lingkungan Polda; dan 

e.  menerapkan sistem monitoring, evaluasi dan asistensi 

terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada 

tingkat Polda 

 

Dalam melaksanakan tugas, Rorena Polda Lampung 

menyelenggarakan fungsi:  

a.  penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan 

pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi 

dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan di 

lingkungan Rorena;  

b.  perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda, termasuk 

sasaran program, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi 

(Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya;  

c.  pemantauan dan penganalisisan  terhadap penerapan 

sistem dan manajemen organisasi, termasuk pelaksanaan 

manajemen program dan anggaran serta kelembagaan;  

d.  penyusunan, pengendalian dan pelaporan Renja, anggaran 

dan Anev;  

e.  penyiapan dokumen perencanaan program dan anggaran 

serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda; 
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Pada saat ini jabatan Action Leader adalah sebagai 

Kabagrenprogar (eselon III) Polda Lampung. Bagrenprogar 

bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan 

anggaran Polda Lampung. 

 

Bagrenprogar Polda  Lampung menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan 

RKAK/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda; 

b. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan 

DIPA Satker di lingkungan Polda; 

c. penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan anggaran 

Polda yang diusulkan Satker jajaran Polda baik yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), non APBN, dan anggaran tertentu; dan 

d. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam 

penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 
Proyek Perubahan mengenai strategi penyusunan dan 

pengendalian pembiayaan  tindak pidana umum oleh Biro Rena 

Polda Lampung merupakan suatu gagasan srategis untuk 

mengatasi permasalahan keamanan daerah khususnya dalam 

mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana umum melalui 

kebijakan penataan anggaran yang tepat sasaran. Tujuan utama 

dari Proyek Perubahan ini adalah untuk memaksimalkan 

penggunaan anggaran guna mendukung penyelesaian kasus 

tindak pidana umum serta meningkatkan kesejahteraan 

Masyarakat. 

 
Dalam Implementasi proyek perubahan ini reformer akan 

melakukan beberapa tahapan dan inovasi khususnya dalam 

kebijakan penataan anggaran di Polda Lampung. Proyek 

perubahan ini sangat penting untuk di kaji karena sesuai dengan 

amanat dari Presiden RI bahwa penggunaan anggaran harus 
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tepat sasaran. Dalam hal ini organisai Polri harus mereformasi diri 

beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan jaman sebagai 

Langkah inovasi dalam penataan anggaran sesuai dengan 

harapan Polri yang presisi serta berorientasi dalam mewujudkan 

harkamtibmas dan kesejahteraan masyarakat. 

 
B. TUJUAN 

 
Tujuan Proyek Perubahan yang akan dicapai terbagi menjadi 3 

(tiga) tahap, sebagai berikut: 

1. Tujuan Jangka Pendek 

a. Terwujudnya koordinasi dan berkolaborasi dengan 

pemerintah daerah untuk peningkatan anggaran dukungan 

harkamtibmas. 

b. Tersusunnya perubahan strategi pada perencanaan 

anggaran T.A. 2024 pada bulan September s.d Oktober 

2023. 

c. Terlaksananya pemutakhiran data terkait angka tindak 

pidana umum di Provinsi Lampung. 

 

2. Tujuan Jangka Menengah 

a. Terbitnya NPHD yang mengalokasikan sebagian besar 

anggaran untuk harkamtibmas. 

b. Terlaksananya kegiatan operasi pembiayaan tindak pidana 

umum Polda Lampung lebih maksimal. 

c. Turunnya angka kriminalitas tindak pidana umum di 

Provinsi Lampung. 

 
3. Tujuan Jangka Panjang 

a. Terwujudnya sinkronisasi antara Renja Polda Lampung dan 

Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah 

Provinsi Lampung. 

b. Terlaksananya kegiatan operasional lidik sidik terdukung 

maksimal pada alokasi anggaran secara berkelanjutan. 
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c. Terciptanya penurunan angka kriminalitas tindak pidana 

umum pada data statistik di Provinsi Lampung dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pengentasan 

kemiskinan). 

 
C. NILAI TAMBAH INOVASI 

Proyek perubahan yang telah dilaksanakan adalah 

perencanaan anggaran untuk memaksimalkan penyusunan dan 

pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda 

Lampung memberikan konstribusi nyata, dimana pimpinan dapat 

melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran 

serta memberikan kemudahan bagi para auditor dalam pelaksanaan 

perencanaan anggaran sehingga menghindari ketidaktepatan sasaran 

pada perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum 

yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun yang akan datang 

dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi organisasi khususnya  

Polda Lampung. 

 
Dengan adanya perencanaan anggaran untuk penyusunan dan 

pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda 

Lampung akan memberikan nilai tambah antara lain: 

a. Sinkronisasi dan harmonisasi antara Renja Polda Lampung dan 

RKPD Pemerintah Provinsi Lampung. 

b. Kegiatan operasional lidik sidik terdukung maksimal pada alokasi 

anggaran secara berkelanjutan. 

c. Penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum pada data 

statistik di Polda Lampung dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (pengentasan kemiskinan). 

 

D. MANFAAT 

Tujuan Proyek Perubahan yang akan terbagi menjadi 2 (dua) 

sasaran, sebagai berikut: 
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1. Manfaat Internal 

a. Penggunaan anggaran lidik sidik pada satker jajaran Polda 

Lampung terukur sesuai indikator. 

b. Meningkatnya penilaian Capaian kinerja Polda Lampung 

tahun 2024. 

c. Terdukungnya kegiatan personil Polda Lampung 

pengemban fungsi reskrim dalam penuntasan masalah 

tindak pidana umum (curat, curanmor dan curas). 

 
2. Manfaat Eksternal 

a. Anggaran APBD (hibah) yang di berikan Pemerintah 

Daerah  kepada Polda Lampung tepat sasaran. 

b. Terciptanya situasi harkamtibmas yang aman dan kondusif. 

c. Menurunnya angka kriminalitas dan mewujudkan 

kesejahteraan Masyarakat (pengentasan kemiskinan) serta 

meningkatkan investasi di Provinsi Lampung. 

 

E. KAITAN ANTARA PROYEK PERUBAHAN DENGAN RBT 

 
Berdasarkan   amanat   Bapak  Presiden  Republik   Indonesia     

Ir. Joko Widodo bahwa penggunaan anggaran harus tepat sasaran. 

Dalam hal ini organisasi Polri harus mereformasi diri dan beradaptasi 

dengan perkembangan dan tuntutan jaman sebagai langkah inovasi 

dalam penataan anggaran secara komprehensif, penyusunan dan 

pengendalian pembiayaan  tindak pidana umum oleh Biro Rena 

Polda Lampung secara optimal sehingga dapat selaras dengan 

tujuan pembangunan nasional yakni peningkatan investasi, 

pengentasan kemiskinan dan percepatan aktual Presiden. 

Reformasi birokrasi tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk 

mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata 

kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung 

oleh unit organisasi maupun masyarakat luas. Inovasi Proyek 

Perubahan ini relevan dengan fokus Reformasi Birokrasi tematik 

yaitu penyusunan dan pengendalian pembiayaan  tindak pidana 
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umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang berorientasi dalam 

mewujudkan peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan dan 

percepatan aktual Presiden. 

 

 
F. RUANG LINGKUP 

 
Ruang Lingkup pembahasan dalam Proyek Perubahan ini 

dibatasi pada sinkronisasi antara Renja Polda Lampung dan RKPD 

Pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan anggaran 

dukungan harkamtibmas melalui perubahan strategi pada 

perencanaan anggaran T.A. 2024, kegiatan operasional lidik sidik 

terdukung maksimal pada alokasi anggaran secara berkelanjutan 

dan penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum pada data 

statistik di Polda Lampung yang bermuara pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (pengentasan kemiskinan). 
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BAB II. ANALISA MASALAH 

 

 
A. VISI DAN MISI ORGANISASI 

 

1. Visi dan Misi Polda Lampung 

a. Visi Polda Lampung: 

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman 

dan tertib”. 

Adapun penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut, 

mengandung beberapa makna, yakni: Daerah hukum Polda 

Lampung sebagai bagian wilayah negara Indonesia yang 

aman, bebas dari segala bentuk ancaman. Daerah hukum 

Polda Lampung sebagai wilayah negara Indonesia yang 

tertib. 

 
b. Misi Polda Lampung: 

Mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang telah 

diamanatkan pada UU Polri dan Perpol Nomor 14 Tahun 

2018 tentang SOTK satuan kewilayahan tingkat Polda dan 

penjabaran dari Misi dan tujuan dari Renstra Polri, maka 

terdapat 3 pilar yang menjadi misi Polda Lampung yaitu: 

 

1) Melindungi, yakni: 

Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan 

kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, 

pemerintah dan segenap sumber daya Provinsi Lampung 

yang berbasis dari gangguan kamtibmas. 

 

2) Mengayomi, yakni: 

Lampiran Kep Karorena Polda Lampung Nomor : KEP / 06 / 

VI / 2022 / Rorena Tanggal: 26 Juni 2022 memberikan 

jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung 

denganmeningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi 

masyarakat dalam rangkat meningkatkan daya 
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dukung dan kerjasama untuk mengantisipasi segala 

gangguan kamtibmas. 

 

3) Melayani, yakni: 

Membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan 

dasar publik yang profesional dan berkeadilan. 

 
2. Visi dan Misi Rorena Polda Lampung 

a. Visi Rorena Polda Lampung: 

“Mendukung terwujudnya daerah hukum Polda Lampung 

yang aman dan tertib melalui optimalisasi pelaksanaan tugas 

bidang perencanaan umum dan Anggaran”. 

 
b. Misi Rorena Polda Lampung: 

1) Mewujudkan personel Rorena yang memiliki 

kemampuan dan kompetensi yang handal pada fungsi 

perencanaan umum dan anggaran guna mendukung 

pelaksanaan tugas satuan kerja; 

2) Menjamin terwujudnya suatu perencanaan di Polda 

Lampung serta terdukungnya alokasi anggaran untuk 

mendukung kegiatan kepolisian; 

3) Menciptakan pola kerja yang efektif dalam menyusun 

perencanaan umum dan anggaran kerja tupoksi Rorena; 

4) Menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan 

harmonis dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas; 

5) Menjadi penjuru pembaharuan sistem tata laksana 

pelaksanaan tugas fungsi perencanaan umum dan 

anggaran; 

6) Mewujudkan RBP yang mudah dipahami, dimengerti 

dan dilaksanakan satker di lingkungan Polda Lampung; 

7) Terwujudnya pengendalian program dan anggaran di 

lingkungan Polda Lampung melalui pelaksanaan 
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monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian 

anggaran. 

 
B. ANALISA MASALAH 

1. Identifikasi masalah organisasi 

 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama menjadi 

Kabag Renprogar Rorena Polda Lampung terdapat beberapa 

permasalahan pada pelaksanaan tugas Rorena Polda Lampung 

yang belum optimal diantaranya sebagai berikut : 

a. Kesenjangan sosial memicu iri dan dendam hingga akhirnya 

memicu perbuatan tindak pidana umum curat, curanmor dan 

curas serta faktor keamanan daerah yang relatif kurang 

maksimal. Masih tingginya kejahatan yang di dominasi C3 

pada tahun 2022-2023 di wilayah hukum PoldaLampung. 

 
Tabel. 2.1. Data tindak pidana Umum Curat, Curanmor Dan Curas 

Polda Lampung T.A. 2021, 2022 dan 2023 

 
 

No Uraian 
Curat, Curanmor dan Curas 

Ket 
TA. 2021 TA. 2022 TA. 2023 

1 CURAT 1394 1791 1534  

2 CURAS 406 332 272  

3 CURANMOR 1106 1197 320  

 Jumlah 2906 3320 2126  

Sumber : Biro Ops Polda Lampung 2023 
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Sumber : Biro Ops Polda Lampung 2023 

 
 

b. APBN tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan 

kementrian dan lembaga. Selain itu belum terciptanya 

kolaborasi antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung 

dalam upaya pemberantasan kasus tindak pidana umum 

khususnya curat curanmor dan curas di Provinsi Lampung. 

Alokasi anggaran lidik sidik dinilai belum memadai dalam 

mendukung kinerja fungsi reskrim dalam alokasi anggaran 

lidik sidik dinilai belum memadai dalam mendukung kinerja 

fungsi reskrim dalam upaya keamanan daerah. 
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Tabel. 2.2. Alokasi Anggaran Lidik Sidik 

Polda Lampung T.A. 2021, 2022 dan 2023 

NO URAIAN 2021 2022 2023 

1 DITRESKRIMUM POLDA LAMPUNG 3.477.662.000 4.015.438.000 4.476.232.000 

2 POLRES LAMPUNG BARAT 1.300.425.000 1.246.375.000 1.656.965.000 

3 POLRES LAMPUNG SELATAN 2.114.060.000 2.475.670.000 2.338.976.000 

4 POLRES LAMPUNG TENGAH 2.250.175.000 3.021.100.000 3.165.959.000 

5 POLRES LAMPUNG TIMUR 3.343.745.000 2.995.797.000 2.482.706.000 

6 POLRES LAMPUNG UTARA 2.083.620.000 2.807.380.000 2.453.421.000 

7 POLRES MESUJI 1.248.545.000 1.248.545.000 1.419.550.000 

8 POLRES METRO 1.549.640.000 1.522.615.000 1.412.952.000 

9 POLRES PERINGSEWU 1.067.465.000 932.340.000 1.148.365.000 

10 POLRES PESAWARAN 761.335.000 896.460.000 923.562.000 

11 POLRES TANGGAMUS 1.356.010.000 1.410.060.000 1.320.057.000 

12 POLRES TULANG BAWANG 1.339.210.000 1.825.660.000 2.026.155.000 

13 POLRES TULANG BAWANG 
BARAT 

1.037.025.000 1.037.025.000 1.078.386.000 

14 POLRES WAY KANAN 1.729.705.000 1.729.705.000 2.403.699.000 

15 POLRESTA BANDAR LAMPUNG 2.416.355.000 2.447.580.000 2.863.198.000 

JUMLAH LIDIK SIDIK 27.074.977.000 29.611.750.000 31.170.183.000 

Sumber : Rorena Polda Lampung 2023 

 
 

c. Anggaran pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber 

dari APBN maupun APBD tidak tepat sasaran. Alokasi 

anggaran dari APBN dan APBD (hibah PEMDA) tidak tepat 

sasaran sehingga terjadi keterbatasan penggunaan 

anggaran. 

 
Kondisi saat ini bahwa anggaran untuk pembiayaan 

tindak pidana umum yang bersumber dari APBN dinilai belum 

tepat sasaran karena banyak digunakan sebagai kegiatan 

pendukung, bukan untuk kegiatan utama antara lain kegaiatan 

rapat-rapat dan perjalanan dinas, sedangkan APBD masih 

banyak digunakan untuk pengadaan pembangunan yang 

seharusnya banyak digunakan untuk harkamtibmas. 

 

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut diatas 

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang saat ini ada di 

Rorena Polda Lampung dalam kegiatan pelaksanaan tugas 

sebagai fungsi yang melatar belakangi dalam membuat Proyek 
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Perubahan adapun permasalahan yang ada serta kondisi yang 

diharapkan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.7 Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan 
 
 

No Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan 

1. Belum  terciptanya 
kolaborasi   antara 
Pemprov Lampung dan 
Polda Lampung dalam 
upaya pembiayaan tindak 
pidana umum khususnya 
curat curanmor dan curas 
di      Provinsi Lampung. 

 

Terciptanya hubungan 
kerjasama antara 
Pemprov Lampung 
dengan Polda Lampung 

dalam Upaya 
peningkatan keamanan 
Provinsi    Lampung dan 
anggaran pembiayaan 
tindak pidana umum 
tepat sasaran. 

. 

2. Masih tingginya kejahatan 
yang di dominasi C3 pada 
tahun 2022-2023 di wilayah 
hukum Polda Lampung. 

Teralokasinya 
anggaran   lidik sidik 
secara proporsional 
dalam  menunjang 
kinerja fungsi reskrim 
dalam pemberantasan 
kejahatan di Provinsi 
Lampung 

3. Alokasi anggaran lidik sidik 
dinilai belum memadai
 dalam 
mendukung kinerja fungsi 
reskrim dalam upaya 
keamanan daerah. 

Menurunnya tingkat 
kejahatan di Provinsi 
Lampung dari tahun 
sebelumnya pada 
wilayah hukum Polda 
Lampung 

. 

2. Rumusan masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas terdapat 

prioritas yang diselesaikan sehingga didapat perumusan masalah 

(isu strategis) dengan menggunakan metode USG (Urgensi, 

Seriousness, Growth) sebagai berikut: 
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Tabel 2.8. Matrik Analisa USG priorotas masalah 
 

 
 

NO 

 
 

ISU STRATEGIS 

/MASALAH 

NILAI  
 

TOTAL 

 
 

RANKING 
 

U 

 
S 

 
G 

1. Belum terciptanya 
kolaborasi  antara 
Pemprov Lampung dan 
Polda Lampung dalam 
upaya pemberantasan 
kasus tipidum dan 
perncanaan alokasi 
anggaran dari APBN dan 
APBD (hibah PEMDA)   tidak 
tepat sasaran. 

 

5 

 

5 

 

5 

 

15 

 
 

I 

2. 
Alokasi anggaran lidik sidik 
dinilai belum memadai 
dalam mendukung kinerja 
fungsi Reskrim. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

11 

 

 
III 

3. Masih tingginya 
kejahatan yang di 
dominasi C3 pada tahun 
2022-2023 

 

4 

 

4 

 

4 

 

12 

 

II 

 

 
U : Urgency, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau 

tidak masalah tersebut diselesaikan. 

S :   Seriuosness, yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut 

terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, 

membahayakan sistem atau tidak. 

G : Growth, yaitu tingkat perkembangan masalah apakah 

masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit 

untuk dicegah. 

 
Setelah dilakukan penilaian berdasarkan hasil pembobotan 

terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah utama 

yang dihadapi adalah penyusunan dan pengendalian pembiayaan  

tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung belum optimal 

menjadi isu atau permasalahan utama baik secara tingkat urgensi, 

seriousness dan growth untuk selanjutnya telah dicarikan solusi guna 
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penyelesaiannya, Hal ini dikarenakan permasalahan tersebut menjadi 

salah satu indikator dalam strategi penyusunan dan pengendalian 

pembiayaan  tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung. 

 
Oleh karena itu dalam menangani permasalahan yang ada sebagai 

mana disebutkan diatas, telah dilakukan perencanaan anggaran sehingga 

dapat meningkatkan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum 

di Provinsi Lampung. 

 
Berdasarkan analisa data dari permasalahan di atas, maka penulis 

telah melakukan Proyek Perubahan dengan judul “Strategi Penyusunan 

dan Pengendalian Pembiayaan Tindak Pidana Umum oleh Biro Rena 

Polda Lampung.” 
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BAB III. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 

 

 
A. TEROBOSAN INOVATIF 

 

1. Nilai Tambah Inovasi Bagi Organisasi dan Stakeholder 
 

Proyek perubahan yang telah dilaksanakan adalah 

perencanaan anggaran untuk penyusunan dan pengendalian 

pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung 

memberikan konstribusi nyata, dimana pimpinan dapat melakukan 

monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan anggaran serta 

memberikan kemudahan bagi para auditor dalam pelaksanaan 

perencanaan anggaran sehingga menghindari ketidaktepatan sasaran 

pada perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum 

yang bersumber dari APBN maupun APBD tahun yang akan datang 

dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi organisasi khususnya  

Polda Lampung. 

 
Dengan adanya perencanaan anggaran untuk penyusunan 

dan pengendalian pembiayaan tindak pidana umum oleh Biro Rena 

Polda Lampung akan memberikan nilai tambah antara lain: 

a) Sinkronisasi dan harmonisasi antara Renja Polda Lampung dan 

RKPD Pemerintah Provinsi Lampung. 

b) Kegiatan operasional lidik sidik terdukung maksimal pada alokasi 

anggaran secara berkelanjutan. 

c) Penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum pada data 

statistik di Provinsi Lampung dan meningkatkan kesejahteraan 

Masyarakat (pengentasan kemiskinan). 

 
2. Kebaharuan 

Inovasi yang telah dilakukan dalam proyek perubahan ini guna 

perencanaan Anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum yang 

bersumber dari APBN maupun APBD tepat sasaran. 
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B. OUTPUT PROYEK PERUBAHAN 

 
Berdasarkan inovasi tersebut, output dalam proyek perubahan ini 

adalah: 

1. Output Jangka Pendek 

1) Membangun komitmen bersama pemerintah daerah melalui 

Rapat konsolidasi dan Terlaksananya penandatanganan Pakta 

Intergritas dan kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD) dalam peningkatan kinerja terkait penanggulangan 

masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung. 

2) Teralokasinya tambahan anggaran lidik sidik pada DIPA Polda 

Lampung tahun 2024 dengan tepat sasaran. 

3) Terwujudnya statistik data hasil analisis dan evaluasi terkait 

menurunnya angka tindak pidana umum di Provinsi Lampung. 

 
2. Output Jangka Menengah. 

1) Persetujuan dan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD) sesuai dengan rencana strategi yang di 

sepakati bersama. 

2) Terlaksananya kegiatan operasi kepolisian dalam pembiayaan 

tindak pidana umum sesuai dengan recana strategi secara 

maksimal. 

3) Penurunan angka kriminalitas tindak pidana umum di Provinsi 

Lampung. 

 
 

3. Output Jangka Panjang 

1) Impelementasi Nota Perjanjian Hibah Daerah antara 

pemerintah Provinsi Lampung dengan Polda Lampung secara 

berkelanjutan.
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ACTION LEADER 

TIM EFEKTIF I TIM EFEKTIF II 

COACH MENTOR 

SPONSOR 

2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran T.A 2024 

terkait penanganan masalah tindak pidana umum di Provinsi 

Lampung. 

3) Terwujudnya harkamtibmas, penurunan kemiskinan ekstrim, 

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. 

 
C. TATA KELOLA SUMDERDAYA 

 
 

1) Pengorganisasian Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini perlu dijelaskan 

mengenai pengorganisasian SDM, saran prasarana dan metode 

yang digunakan dalam proyek perubahan yang telah dilakukan 

sehingga berjalan baik, adapun struktur organisasi tata kelola 

sumber daya adalah sebagai berikut: 

 
Struktur Proyek perubahan 

 

 

Tugas / peran dari setiap unit dalam tata kelola proyek perubahan 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Sponsor, memiliki tugas: 

a. Memberikan legitimasi dan dukungan proyek 

perubahan. 

b. Memfasilitasi dalam menyelesaikan masalah yang 

timbul selama proses pelaksanaan Proyek 

perubahan. 

2. Mentor, memiliki tugas: 

 
a. Memberikan bimbingan dan arahan dalam mengidentifikasi 

permasalahan terkait proyek perubahan. 

b. Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasarkan sikap 

profesionalisme; 

c. Memberikan dukungan penuh kepada action leader atas 

seluruh kegiatan; 

d. Memberikan otoritas kepada action leader untuk menyusun 

proyek perubahan; 

e. Berperan sebagai inspirasi proyek perubahan; 

f. Memberi masukan penyempurnaan terhadap proyek 

perubahan; 

g. Memastikan rencana perubahan tersebut membantu 

peningkatan kinerja organisasi; 

h. Memonitor progress pelaksanaan proyek perubahan; 

i. Menyetujui proyek perubahan. 

 
3. Coach, memiliki tugas: 

a. Melakukan diskusi dan memberikan pembimbingan dalam 

menyusun dan melaksanakan Proyek perubahan; 

b. Memberikan bimbingan baik tatap muka maupun jarak jauh 

melalui WA, Zoom Meeting, kepada peserta Diklat PKA; 

c. Membuka komunikasi dengan Mentor terkait kegiatan 

peserta selama pelaksanaan Proyek perubahan; 

d. Melakukan intervensi bila Pemimpin Perubahan 

mengalami permasalahan sebatas kewenangan coach. 
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4. Action Leader, memiliki tugas: 
 

a. Mempersiapkan (dokumen, instrumen, waktu) yang 

diperlukan dengan baik terkait Proyek perubahan sebelum 

bertemu mentor dan coach; 

b. Berprakarsa melakukan diskusi secara aktif dengan mentor 

dan coach serta mengikuti arahan dan masukan; 

c. Menggalang kerja sama dan kesepakatan dengan 

stakeholders baik eksternal maupun internal; 

d. Memimpin, mendelegasi, mengarahkan penyelenggaraan 

proyek perubahan sesuai kapasitas stakeholder; 

e. Mengelola stakeholder Internal agar perubahan dapat 

terlaksana dan mendapatkan hasil; 

f. Mengkoordinir agar seluruh stakeholder dapat 

bekerjasama dan memberikan hasil terhadap proyek 

perubahan; 

g. Mensosialisasikan perencanaan Anggaran untuk 

pembiayaan tindak pidana umum yang bersumber dari 

APBN maupun APBD tahun yang akan datang agar tepat 

sasaran. 

h. Melaksanakan tahapan proyek perubahan; 

i. Membuat laporan pelaksanaan proyek perubahan kepada 

penyelenggara. 

 
5. Tim Efektif terbagi menjadi 2 (dua) Tim yaitu: 

a) Tim Pokja I 

(1) KABAGSTRAJEMEN RORENA POLDA LAMPUNG 

(2) KASUBBAGRENMIN RORENA POLDA LAMPUNG 

(3) PS. KASUBBAGDALPRO RORENA POLDA LAMPUNG 

(4) BAMIN 2 SUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG 

(5) BAMIN 1 SUBBAGGAR RORENA POLDA LAMPUNG 

(6) BANUM BAGRENPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG 
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b) Tim Pokja II 

(1) KABAGDALPRO RORENA POLDA LAMPUNG KASUBBAGGAR 

RORENA POLDA LAMPUNG 

(2) PS. PAMIN 2 RENMIN RORENA POLDA LAMPUNG 

(3) BAMIN 1 SUBBAGPROG RORENA POLDA LAMPUNG 

(4) BAMIN 2 SUBBAGPROG RORENA POLDA 

LAMPUNG. 

 

Adapun tugas tim efektif adalah: 

a) Merupakan Tim Efektif yang bertugas membantu Action 

Leader dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap 

tahapan kegiatan penyusunan Proyek perubahan. 

b) Bekerja secara bersama sesuai dengan peran dalam 

rangka menyukseskan proyek perubahan; 

c) Komitmen yang kuat untuk mewujudkan proyek 

perubahan sesuai dengan diharapkan; 

d) Memberikan dukungan pada tahap perencanaan sistem, 

tahap pembangunan sistem, tahap implementasi sistem, 

tahap monitoring dan memberikan feedback terhadap 

kemajuan laporan implementasi. 

 
D. PENGELOLAAN ANGGARAN 

Anggaran yang digunakan untuk mendukung proyek 

perubahan ini menggunakan biaya swadaya dikarenakan tidak ada 

dukungan anggaran untuk kegiatan proyek perubahan ini dalam Dipa 

Rorena Polda Lampung T.A. 2023 sehingga memerlukan koordinasi 

yang efektif terutama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam 

pelaksanaan proyek perubahan. Adapun anggaran yang dibutuhkan 

untuk rencana perubahan ini adalah sebesar Rp. 15.100.000,- 

dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 3.1. Tabel Rencana Kebutuhan Anggaran 
 

NO KEGIATAN ANGGARAN 

1. Rapat Koordinasi 5.600.000,- 

2. Rapat Kerja 5.000.000,- 

3. Sosialisaai 4.000.000,- 

4. ATK 500,000,- 

JUMLAH 15.100.000,- 

 
 

 

E. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan proyek 

perubahan ini antara lain yaitu jaringan internet/ wifi, laptop/komputer, 

printer, alat tulis kantor termasuk perangkat sosialisasi seperti 

ruang rapat dan proyektor. Namun semua ini akan disediakan dengan 

cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan 

kerja Rorena Polda Lampung. 
 

 

F. METODE 

Metode yang digunakan dalam memperlancar pelaksanaan 

proyek perubahan ini adalah metode komunikasi. Komunikasi pada 

proyek perubahan diaplikasikan baik secara canalizing, informatif, 

maupun persuasif. Berikut definisi singkat: 

1. Komunikasi secara canalizing adalah suatu bentuk metode 

komunikasi mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang 

disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan mengubah sikap 

dan pola pemikirannya kearah yang kita kehendaki; 

2. Komunikasi secara informatif adalah suatu bentuk metode 

komunikasi yang lebih ditujukan kepada penggunaan akal pikiran 

khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: 

keterangan, penerangan, berita dan sebagainya; 

3. Komunikasi secara persuasif adalah suatu bentuk metode 

komunikasi untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan 

membujuk. 
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G. IDENTIFIKASI STAKE HOLDER 

Keberadaan dan kontribusi stakeholders terhadap proyek 

perubahan menjadi salah satu elemen penting. Stakeholders yang 

dimaksud adalah orang-orang atau kelompok atau lembaga yang 

diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan dan output 

proyek perubahan baik secara positif maupun negatif. Dalam suatu 

proyek perubahan terdapat 2 (dua) kelompok stakeholders yaitu 

stakeholders internal dan stakeholders eksternal. 

1. Internal 

1) KAPOLDA LAMPUNG 

2) KARORENA POLDA LAMPUNG 

3) DIR RESKRIMUM POLDA LAMPUNG 

4) KAPOLRES/TA 

5) PARA KABAG BIRORENA DAN TIM EFEKTIF 

6) PARA KASUBDIT RESKRIMUM POLDA LAMPUNG 

7) PERSONIL BIRORENA POLDA LAMPUNG 

8) PARA KABAGREN POLRES/TA 

9) PARA KASAT RESKRIM 

10) KAPOLSEK 

 
 

2. Eksternal 

1) KEPALA BAPEDA PROVINSI dan KAB/KOTA 

2) KEPALA KESBANGPOL dan KAB/KOTA 

3) KEPALA BPKAD dan KAB/KOTA 

4) MASYARAKAT 
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Tabel  3.2.Identifikasi Stakeholder 

 
IDENTIFIKASI STAKEHOLDER 

 
 

 
No 

 
 

 
Stakeholder 

T
im

 E
fe

k
ti

f 

Jenis 
Stakehold
er 

Kelompok Stakeholder 

  

S
tr

a
te

g
i 

K
o

m
u

n
ik

a
s

i 

P
ri

m
e

r 

S
e

k
u

n
d

e
r 

U
ta

m
a

 

 P
ro

m
o

te
rs

 

 

L
a

te
n

ts
 

 

D
e
fe

n
d

e
rs

 

 A
p

a
th

e
ti

c
s
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Internal          

1 Kapolda 
Lampung 

   √ +++(10)    Persuasif 

2 Karorena 
Polda 
Lampung 

   √ +++(10)    
PersuasiI
nformatif 

3 Dir 
Reskrimum 
Polda 
Lampung 

   √  ++(6)   Persuasif 

4 Kapolres/ta   √    ++(5)  Canalizing 

5 Para Kabag 
Rorena dan 
Tim Efektif 

√   √   ++(7)  Persuasif 

6 Para Kasubdit 
Polda 
Lampung 

√   √   ++(5)  Persuasif 

7 Personil 
Birorena 
Polda 
Lampung 

√   √    +/-(2) Persuasif 

8 Para 
Kabagren 
Polres/ta 

√   √   ++(7)  Persuasif 

9 Para Kasat 
Reskrim √   √   ++(4)  Canalizing 

10 Kapolsek 
√   √   ++(4)  Canalizing 

Eksternal          

1 Kepala 
Bapeda 
Provinsi dan 
Kab/Kota 

  √   ++(6)   

Persuasif 
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2 Kepala 
Kesbangpol 
Kab/Kota 

  √   ++(6)   Persuasif 

3 Kepala BPKAD 
dan Kab/Kota 

  √   ++(6)   Persuasif 

4 Masyarakat  √      +/-(2) Persuasif 

Keterangan : 

Jenis Stakeholders 

 Primer : stakeholders yang menerima dampak secara 

langsung; 

 Sekunder : stakeholders yang tidak menerima dampak 

langsung; 

 Utama   : stakeholders yang bisa mempengaruhi pihak lain 

dan mereka yang punya kepentingan dengan hasil 

upaya. 

 
Kelompok Stakeholders 

 Promoter : Pengaruh Tinggi dan Peranan Tinggi; 
 Defender : Pengaruh Rendah, Peran Tinggi; 
 Latent : Pengaruh Tinggi, Peran Rendah; 
 Apathetic : Pengaruh Rendah, Peran Rendah. 

 
Pemetaan posisi dari setiap stakeholder: 

 Positif (+) : Cuku Mendukung/Mendukung/Sangat mendukung; 
 Negatif(-) : Menentang; 
 Positif / Negatif (+/-):Netral. 

 

 
Penetapan pengaruh stakeholder, maka besar pengaruh, maka 
makin tinggi towernya: 
 Rendah : 1 – 2 Tinggi : 6-8 
 Sedang : 3 – 5 sanggat tinggi : 9> 

 
Strategi komunikasi: 
 Canalizing  : berisikan ide sesuai dengan kepribadian, sikap dan 

motif khalayak 
 Persuasif : mempengaruhi dengan tidak banyak berpikir kritis 
 Informatif : bertujuan mempengaruhi khalayak dengan jalan 

memberikan penerangan denga apa adanya. 
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H. PERAN, PENGARUH, DAN INTENSITAS 

 
 

Stakeholders dalam proyek perubahan merupakan sekelompok 

orang atau lembaga yang memiliki fungsi memberikan kontribusi baik 

secara langsung maupun langsung pada proyek perubahan. Pada 

pemetaan stakeholders, pembagian kontribusi stakeholders dibagi 

berdasarkan pengaruh (influence) dan memiliki kepentingan 

(interest). 

 
Influence didefinisikan menunjukkan tingkat kekuasaan yang 

dimiliki stakeholders tersebut tehadap jalannya proyek perubahan. 

Sedangkan kepentingan (interest) berkaitan dengan pengaruh 

stakeholders tersebut terhadap keberhasilan proyek perubahan. 

Berdasarkan interest dan influence dalam mencapai tujuan proyek 

perubahan maka stakeholders menjadi 4 (empat) kelompok: 

1) Promoters (high influence and high interest) 

Kelompok stakeholder sini memiliki pengaruh dan kepentingan 

yang besar terhadap terlaksananya proyek perubahan. 

2) Defenders (low influence and high interest) 

Kelompok stakeholder sini memiliki pengaruh yang rendah tetapi 

memiliki kepentingan yang besar terhadap jalannya proyek 

perubahan. 

3) Laten (high influence and lowinterest) 

Kelompok stakeholders ini memiliki pengaruh yang besar tetapi 

tidak memiliki kepentingan terhadap jalannya proyek perubahan. 

4) Apathetic (low influence and low interest) 

Pada kelompok ini, stakeholders hanya memiliki pengaruh dan 

kepentingan yang sangat rendah terhadap jalannya proyek 

perubahan. 
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Pengklasifikasian stakeholder internal dan eksternal, deskripsi, 

posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam 

table berikut: 

 

 
Tabel 3.3. Nilai dan Pengaruh Stakeholder 

 

No DESKRIPSI PERANAN POSISI PENGARUH NILAI 

A. STAKEHOLDER INTERNAL 

1 Kapolda Lampung memberikan Promoter pengaruh 10 

(Sponsor) nasehat, tinggi dan Sangat 
 dukungan, peranan Tinggi 
 persetujuan dan tinggi (+++) 
 arahan atas   

 setiap kebijakan   

 untuk   

 menyukseskan   

 rencana aksi   

 perubahan   

2 Karorena Polda 
Lampung 

berperan dalam Promoter pengaruh 10 
Sangat 

dukungan, tinggi dan Tinggi 

persetujuan, dan peranan (+++) 

bimbingannya   

secara langsung   

kepada Action   

Leader atas   

setiap kegiatan   

yang diperlukan   

dalam rangka   

menyukseskan   

Rencana aksi   

Perubahan.   

3 Dir Reskrimum Polda Berperan Latens Pengaruh 6 

Lampung memberikan Rendah, Tinggi 

 saran dan Peran Tinggi (++) 

 masukkan   

 kepada Action   

 Leader   
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4 Kapolres/Ta Sebagai 
pendukung 
rencana aksi 
perubahan 

Defenders Pengaruh 
Rendah, Peran 
Tinggi 

5 
Sedang 

(++) 

5 Para Kabag Rorena 
dan Tim Efektif 

Sebagai 
pendukung 
rencana aksi 
perubahan 

Defenders Pengaruh Tinggi 
dan peran 
rendah 

7 
 

Tinggi 
(++) 

 
6 

Para Kasubdit 
Reskrimum 
Polda 

Berperan Defenders pengaruh 7 

Lampung memberikan tinggi dan Tinggi 

 saran dan peranan (++) 

 masukkan rendah  

 kepada Action   

 Leader   

 
7 

Personil Birorena Sebagai Aphatetic Pengaruh 2 

Polda Lampung pendukung Rendah, Netral 

 rencana aksi Peran Rendah (+/-) 

 perubahan.   

8 Para KabagrenPolres/ta Sebagai 
pendukung 
rencana aksi 
perubahan. 

Defenders Pengaruh Tinggi 
Peran Rendah 

7 
Tinggi 
(++) 

9 Para Kasatreskrim Sebagai Defender Pengaruh 4 

pendukung Rendah, Sedang 

rencana aksi Peran Tinggi (++) 

perubahan.   

10 Kapolsek Sebagai Defender Pengaruh 4 

pendukung Rendah, Sedang 

rencana aksi Peran Tinggi (++) 

perubahan.   

B. STAKEHOLDER EKSTERNAL 

1 Kepala Bapeda 
Provinsi dan Kab/Kota 

Sebagai 

pendukung 

rencana aksi 

perubahan. 

Latent Pengaruh 

tinggi, Peran 

Rendah 

6 

Tinggi 

(++) 

2 Kepala Kesbangpol dan 
Kab/Kota 

Sebagai 

pendukung 

rencana aksi 

perubahan. 

Latent Pengaruh 

tinggi, Peran 

Rendah 

6 

Tinggi 

(++) 
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3 Kepala BPKAD 

dan Kab/Kota 

Sebagai 

pendukung 

rencana aksi 

perubahan. 

Aphatetic Pengaruh 

tinggi, Peran 

Rendah 

 6 

Tinggi 

(++) 

4 Masyarakat Sebagai 

pendukung 

rencana aksi 

perubahan. 

Latent Pengaruh 

Rendah, Peran 

Tinggi 

 2 
Netral (+/-
) 

 
 

I. PETA JEJARING 

Dalam proyek perubahan, perlu mengenal terlebih dahulu siapa 

saja stakeholder yang berkepentingan terhadap perubahan itu. Oleh 

karena itu perlu dibuat suatu peta jaringan atau net map yang 

bertujuan memetakan stakeholder yang terkait dengan perubahan 

tersebut. Menjelaskan secara rinci hubungan koordinasi dan 

komunikasi stakeholder internal maupun eksternal dalam 

pelaksanaan proyek perubahan berbentuk net map. Apabila dipetakan 

dalam net map, maka Stakeholder yang terlibat dalam proyek 

perubahan ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1. Pemetaan Stakeholders 
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Penjelasan: 

1) Action leader melakukan laporan dan konsultasi terhadap Sponsor 

dan mentor tentang kegiatan Proyek perubahan yang akan 

dilaksanakan meliputi Proyek perubahan, pembentukan tim 

efektif, keterlibatan stakeholder internal dan eksternal, serta hal - 

hal lain yang diperlukan dalam kegiatan Proyek perubahan 

tersebut; 

2) Sponsor mengeluarkan surat perintah tentang pembentukan tim 

efektif (teamwork) untuk bersama – sama dengan Action leader 

melaksanakan kegiatan proyek perubahan yang akan 

dilaksanakan; 

3) Mentor dan Action leader melakukan perencanaan proyek 

perubahan, identifikasi keterlibatan stakeholder internal dan 

eksternal, serta hal - hal lain yang diperlukan dalam kegiatan 

proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh rencana aksi 

leader; 

4) Action leader berkoordinasi dengan Stakeholder Internal tentang 

pelaksanaan Proyek perubahan; 

5) Action leader berkoordinasi dengan tim efektif terkait pembuatan 

sistem informasi dan penyusunan buku panduanpenggunaan; 

6) Action leader mensosialisasikan hasil Proyek perubahan kepada 

stakeholder internal dan eksternal; 

7) Action leader melakukan laporan kepada mentor mengenai 

kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Proyek perubahan. 
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LATENTS 
KEPALA BAPEDA 

KEPALA KESBANGPOL 

 

 

PROMOTER 

 

 KAPOLDA 

 KARORENA  

 

APHATETIC 
 

 PERSONEL BIRO 
RENA 

 MASYARAKAT 

 

 

DEFENDERS 

 

 PARA KABAG 
RORENA 

 KAPOLRES/TA 
 PARA  KASUBDIT 

RESKRIMUM 
 PARA KABAGREN 

POLRES/TA 
 KASATRESKRIM 

 KAPOLSEK 

J. KUADRAN STAKE HOLDER 

Seluruh stakeholder tersebut apabila dipetakan dalam Kuadran 

Stakeholder, maka akan tampak seperti pada gambar berikut: 

Gambar 3.2. Kuadran Stakeholders 

 
PENGARUH TINGGI 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
PERAN RENDAH                  PERAN TINGGI 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 
 

      PENGARUH RENDAH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATENT 
 
 KEPALA BAPPEDA 
 KEPALA 

KESBANGPOL 

 KEPALA BPKAD 

 DIR RESKRIMUM  
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SPONSOR 

 
MENTOR 

COACH PROJECT 

LEADER 

 
 

 
TEAM WORK 

PROYEK 

PERUBAHAN 

 

BAB IV. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

 

 
A. PEMANFAATAN SUMBERDAYA MANUSIA 

 

1. Mobilisasi SDM 
 

Struktur tim kerja project perubahan ini dibentuk dengan 

susunan  sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3. Struktur Organisasi Aksi Perubahan 
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Deskripsi Tata kelola aksi perubahan adalah sebagai berikut: 
 
a. Sponsor 

Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si  

(Kapolda Lampung) 

Berperan sebagai penanggung jawab penuh terhadap 

keberlangsungan dan keberhasilan proyek perubahan. 

 
b. Mentor 

Kombes Pol Y. Budi Meidianto, S.I.K., M.H 

(Karorena Polda Lampung) 

Berperan sebagai penasehat, memberikan dukungan, 

persetujuan, arahan, strategi dan teknis pelaksanaan aksi 

perubahan, serta terus memantau perkembangan aksi 

perubahan. 

 
c. Project Leader 

AKBP Joko Siswondo H., S.E. 

(Kabagrenprogar Polda Lampung) 

berperan memimpin pelaksanaan project, menyusun rencana 

langkah-langkah operasional, teknis, merancang sistem informasi 

dan buku panduan pengoperasiannya, memimpin diskusi untuk 

mencari solusi masalah - masalah yang mungkin akan dihadapi 

dan menyiapkan laporan progres pelaksanaan aksi perubahan. 

 
d. Coach 

AKBP Grace KD Rahakbau SIK MSi  

(Wakapusdikmin) 

Berperan memberikan arahan secara teoritis, membantu membuat 

perencanaan serta pelaporan, mengarahkan pimpinan project 

untuk lebih bersinergi dengan mentor dan tim efektif dalam 

pelaksanaan aksi. 
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e. Tim Efektif/Tim Kerja(Team Work) 

 Tim Efektif terbagi menjadi 2 (dua) Tim yaitu: 
 

a) Tim Pokja I 

a. Kabagstrajemen Rorena Polda Lampung 

b. Kasubbagrenmin Rorena Polda Lampung 

c. Ps. Kasubbagdalpro Rorena Polda Lampung 

d. Bamin 2 Subbaggar Rorena Polda Lampung 

e. Bamin 1 Subbaggar Rorena Polda Lampung 

f. Banum Bagrenprogar Rorena Polda Lampung 

 

b) Tim Pokja II 

a. Kabagdalpro Rorena Polda Lampung Kasubbaggar 

Rorena Polda Lampung 

b. Ps. Pamin 2 Renmin Rorena Polda Lampung 

c. Bamin 1 Subbagprog Rorena Polda Lampung 

d. Bamin 2 Subbagprog Rorena Polda Lampung. 

 

  

B. PENTAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA PROYEKPERUBAHAN 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai didalam pelaksanaan 

proyek perubahan, maka milestone atau pentahapan yang akan 

dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pengorganisasi (Organizing) 

c. Pelaksanaan (Actuating) 
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d. Monitoring dan Evaluasi (Controling) 

e. Pasca Diklat 

 

Milestone atau pentahapan proyek perubahan merupakan tahap 

inti, dimana pada tahap ini inovasi dari project perubahan yang akan 

dilakukan oleh project leader, dibuat menjadi beberapa  tahapan 

kegiatan. 

Tabel 3.4. Pentahapan Proyek perubahan 

 

NO URAIAN 
WAKTU 

PELAKSANAAN 
OUTPUT 

 WAKTU OFF CAMPUS 60 

HARI 

  

A. Perencanaan / Planning Minggu Ke-1  

1.  Melaporkan kepada 
atasan selaku Mentor   proyek 
perubahan. 

(Minggu III, 
September 2023) 

Dokumentasi 

2.  Membuat surat  perintah Tim 
efektif dan undangan rapat 
serta sosialisasi. 

Surat Perintah dan 
undangan rapat 
serta Dokumentasi 

3.  Pembentukan Tim Efektif. Surat Perintah  
 

4.  Mengumpulkan bahan dan 
informasi yang diperlukan 
untuk penyusunan proyek 
perubahan 

Dokumentasi 

B. Pengorganisasian / 

Organizing 

 
Minggu Ke-2 

 

1. Koordinasi dengan rekan kerja 
serta stakeholder Internal dan 
Eksternal tentang proyek 
perubahan yang akan 
dilaksanakan. 

(Minggu IV, 
September 2023) 

Dokumentasi 

2. Rapat awal tentang penjelasan 
dan pembagian tugas yang 
akan dikerjakan Tim Efektif 
terkait tahapan pelaksanaan 
Proyek perubahan 

Undangan, Daftar 

Hadir, Notulen Rapat 
dan Dokumentasi 

3. Diskusi strategi 
penyusunan dan pengendalian 
pembiayaan  tindak pidana 
umum oleh Biro Rena Polda 
Lampung yang bersumber dari 
APBN maupun APBD  

 Dokumentasi 

 

 



Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 
47  

4. Membuat strategi 
penyusunan dan pengendalian 
pembiayaan  tindak pidana 
umum oleh Biro Rena Polda 
Lampung yang bersumber dari 
APBN dan APBD 

 - Surat Jukrah 
APBN 

- Surat Jukrah 
APBD 

C
. 

Pelaksanaan/Actuating Minggu Ke-3  

1. Pelaksanaan rapat ke-2 
antara actionleader, tim 
Efektif dan persiapan 
penyusunan anggaran 
Tindak Pidana Umum T.A. 
2024 

(Minggu I Undangan, Daftar 
Hadir, Notulen 
Rapat dan 
Dokumentasi 

Oktober 2023) 

2. Sosialisasi tentang jukrah 
strategi penyusunan dan 
pengendalian pembiayaan  
tindak pidana umum oleh Biro 
Rena Polda Lampung yang 
bersumber dari APBN dan 
APBD. 

 Undangan, Daftar 
Hadir, Notulen 
Rapat dan 
Dokumentasi 

  Minggu Ke-4  

1.  Penyusunan anggaran   untuk 
penanganan tindak pidana 
umum sesuai Jukrah. 

(Minggu II 

Oktober 2023) 

Dokumentasi  

Kertas Kerja 

2.  Penelitian kertas kerja dan 
dokumen pendukung 
anggran tindak pidana umum. 

Dokumentasi 

Kertas Kerja 

3.  Review kertas kerja dan 
dokumen pendukung 
anggaran tindak 
pidana umum 

Dokumentasi 
Kertas Kerja 

DIPA T.A. 2024 

  
Minggu Ke-5 

 

1.  Koordinasi ke Pemerintah 
Daerah Provinsi Lampung. 

(Minggu III Oktober 
2023) 

Dokumentasi 

2.  Koordinasi ke Pemda / 
Pemkab Jajaran Provinsi 
Lampung 

Dokumentasi 

  Minggu Ke-6  

1.  Koordinasi ke Pemkab / Kota 
Jajaran Provinsi Lampung 

(Minggu IV 

Oktober 2023) 

Dokumentasi 

  
Minggu Ke-7 
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2.  Rapat koordinasi Pembuatan 
NHPD 

(Minggu I 

November 
2023) 

Undangan, Daftar 
Hadir, Notulen 
Rapat dan 
Dokumentasi 

3.  Pembuatan NHPD antara 
Pemprov Lampung dan Polda 
Lampung terkait Hibah APBDP 
T.A 2023 

 NPHD antara 
Pemprov Lampung 
dengan Polda 
Lampung terkait 
Hibah APBDP T.A 
2023 

  
Minggu Ke-8 

 

4.  Rapat dan Pembuatan 
Pakta-Integritas antara Polda 
dan Polres Jajaran 

(Minggu II 

November 

2023) 

Undangan, Daftar 
Hadir, Notulen 
Rapat dan 
Dokumentasi, 
Pakta-Integritas 

 
D. 

 
Monitoring dan Evaluasi Minggu Ke-9 

 

   1. Melaporkan kepada Mentor dan 
Coach terkait hasil Proyek 
Perubahan. 

(Minggu III, 

November 

2023) 

Dokumentasi  

2.  Monitoring dan evaluasi 
(metode). 

Dokumentasi 

kuesioner 

3.  Penyusunan Laporan Akhir 
Proyek perubahan. 

Laporan Proyek 
Perubahan 

E
. 

Pasca pelatihan   

1.  Terwujudnya kolaborasi renja 
tematik Polda Lampung dengan 
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Tahun 2024 Dokumentasi 

2.  Terwujudnya perencanaan 
anggaran untuk strategi 
penyusunan dan pengendalian 
pembiayaan  tindak pidana 
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Lampung yang bersumber dari 
APBN    maupun APBD 

 

3.  Tersedianya  media controlling 
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pelaksanaan Anggaran untuk 
strategi penyusunan dan 
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Rena Polda Lampung yang 
bersumber dari APBN maupun 
APBD tahun yang akan datang 
agar tepat sasaran. 

Dokumentasi 
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a. Perencanaan (Planning)/ Milestone-1 

1.   Melaporkan kepada  atasan selaku Mentor    proyek perubahan 

Pentingnya melaporkan kepada  atasan selaku mentorproyek 

perubahan dalam berbagai aspek untuk mendukung terlaksananya 

Proyek Perubahan. Mentor berperan sebagai penasehat, memberikan 

dukungan, persetujuan, arahan, strategi dan teknis pelaksanaan aksi 

perubahan, serta terus memantau perkembangan aksi perubahan. 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 

2.   Membuat Surat  perintah Tim efektif dan undangan rapat serta  

sosialisasi 

Maksud dan tujuan dari pembentukan tim efektif adalah untuk 

mengintegrasikan berbagai kemampuan dan pengetahuan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan proyek dengan sukses. Hal ini 

dilakukan melalui pemilihan individu yang memiliki beragam 

kemampuan, termasuk dalam bidang administrasi, teknologi, hukum, 

dan lainnya. 

 

KOORDINASI DAN ARAHAN DARI KARORENA 

POLDA LAMPUNG SELAKU MENTOR           

KOORDINASI DAN ARAHAN DARI KARORENA 

POLDA LAMPUNG SELAKU MENTOR           



Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 
51  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PEMBUATAN SURAT/SPRIN TIM EFEKTIF 

PEMBUATAN SURAT/SPRIN TIM EFEKTIF 
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3.  Pembentukan Tim Efektif 

Tujuan dari pembentukan tim yang efektif adalah menciptakan sinergi 

antara anggota tim sehingga mereka dapat bekerja bersama secara 

efisien, berbagi pengetahuan, dan mendukung satu sama lain. Ini 

bertujuan untuk mencapai hasil proyek yang lebih baik, mengurangi 

potensi hambatan, dan memaksimalkan produktivitas. Tim yang efektif 

juga dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko, memecahkan 

masalah, dan mencari peluang dalam proyek. 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

 

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           
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4.  Mengumpulkan bahan dan informasi yang diperlukan untuk 

penyusunan proyek perubahan 

Bahan informasi memegang peranan krusial dalam pelaksanaan 

Proyek Perubahan. Bahan informasi yang dikumpulkan dapat 

membawa sinergi dari berbagai keahlian seperti Administrasi, 

Teknologi, dan Hukum untuk menghadapi tantangan proyek dengan 

profesionalisme dan efisiensi. Tujuan utama dari pembentukan tim ini 

adalah untuk memastikan setiap aspek proyek didekati dengan 

perspektif yang beragam dan komprehensif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 

 

MENGUMPULKAN BAHAN DAN INFORMASI 
YANG DIPERLUKAN UNTUK PROPER 

MENGUMPULKAN BAHAN DAN INFORMASI 
YANG DIPERLUKAN UNTUK PROPER 
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b. Pengorganisasi (Organizing)/Milestone -2 

1.  Koordinasi dengan rekan kerja serta stakeholder Internal dan 

Eksternal tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan 

Manfaat dari koordinasi dengan rekan kerja serta stakeholder Internal 

dan Eksternal tentang proyek perubahan yang akan dilaksanakan 

terlihat jelas dalam peningkatan produktivitas: tugas diselesaikan 

dengan lebih cepat, solusi yang dihasilkan lebih inovatif, risiko 

kesalahan berkurang, dan semangat kerja antar anggota tim 

meningkat. Dengan demikian, pemilihan anggota tim oleh Proyek 

Leader dengan pertimbangan keahlian spesifik menunjukkan visi 

strategis untuk mencapai keberhasilan proyek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
DAN EKSTERNAL 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
DAN EKSTERNAL 
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2. Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan 

dikerjakan Tim Efektif terkait tahapan pelaksanaan Proyek 

perubahan 

Tim yang efektif yang mencakup beragam kemampuan dan 

pengetahuan adalah strategi yang cerdas dalam penyusunan proyek 

perubahan. Hal ini akan mendukung terlaksananya proyek dengan 

lebih baik, meningkatkan produktivitas secara signifikan, dan 

membantu mencapai tujuan proyek dengan sukses. 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 

3. Diskusi strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan  

tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang 

bersumber dari APBN maupun APBD 

Partisipasi dalam forum diskusi, dan berbagi pengetahuan melalui 

platform tentang strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda 

Lampung yang bersumber dari APBN maupun APBD 

 

 

RAPAT AWAL TIM EFEKTIF MEMBAHAS 
TENTANG PROYEK PERUBAHAN           

RAPAT AWAL TIM EFEKTIF MEMBAHAS 

TENTANG PROYEK PERUBAHAN           
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 

DISKUSI STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           

DISKUSI STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           

DISKUSI STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           
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4. Membuat strategi penyusunan dan pengendalian pembiayaan  

tindak pidana umum oleh Biro Rena Polda Lampung yang 

bersumber dari APBN dan APBD 

Proyek Perubahan mengenai Strategi Perencanaan Anggaran untuk 

memaksimal pembiayaan tindak pidana umum di Provinsi Lampung 

merupakan suatu gagasan srategis untuk mengatasi permasalahan 

keamanan daerah khususnya dalam mengurangi tingkat kriminalitas 

tindak pidana umum melalui kebijakan penataan anggaran yang tepat 

sasaran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           

PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           
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c. Pelaksanaan (Actuating) Milestone-3 

1.   Pelaksanaan rapat ke-2 antara action leader, tim Efektif dan 

persiapan penyusunan anggaran Tindak Pidana Umum T.A. 2024 

Pentahapan Pelaksanaan rapat ke-2 antara actionleader, tim Efektif 

dan persiapan penyusunan anggaran Tindak Pidana Umum T.A. 2024 

sebagai berikut: 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 

RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           

RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           

RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           
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2. Sosialisasi tentang jukrah strategi pembiayaan tindak pidana 

umum di Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan APBD 

Pentahapan Sosialisasi tentang jukrah strategi pembiayaan tindak 

pidana umum di Polda Lampung yang bersumber dari APBN dan 

APBD sebagai berikut: 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 

SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN 
SATKER           

SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN 

SATKER            

SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN 
SATKER           
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Milestone -4 

1. Penyusunan anggaran   untuk penanganan tindak pidana umum 

sesuai Jukrah  

Pentahapan Penyusunan anggaran   untuk penanganan tindak pidana 

umum sesuai Jukrah sebagai berikut: 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

2.  Penelitian kertas kerja dan dokumen pendukung anggran tindak 

pidana umum 

Pentahapan Penelitian kertas kerja dan dokumen pendukung anggran 

tindak pidana umum sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

ARAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENANGANAN 

TINDAK PIDANA UMUM SESUAI JUKRAH 

ARAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENANGANAN 
TINDAK PIDANA UMUM SESUAI JUKRAH 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

3. Review kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran tindak 

pidana umum 

Pentahapan Review kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran 

tindak pidana umum sebagai berikut: 

 

 

 

 

PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 

PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 

PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 

PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 

PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 
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Milestone-5 

1. Koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 

Pentahapan Koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 

sebagai berikut: 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KEPALA BADAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG 

MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
STAF KEPALA BADAN BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 

ANDI ARAFAT, S.E., M.M. 

KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA LIDIK SIDIK 
DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 

BADAN STASTISTIK PROVINSI LAMPUNG  
IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M. 
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2. Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung 

Pentahapan Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung 

sebagai berikut: 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

Milestone-6 

1. Koordinasi ke Pemkab / Kota Jajaran Provinsi Lampung 

           Pentahapan Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung 

           sebagai berikut: 

 

 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
Plt. KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TENGAH 

DENI PANJI WIJAYA, S.IP. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BAPPEDA PEMKAB LAMPUNG TENGAH  

IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M. 
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KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL  

KA KESBANGPOL PEMKABLAMPUNG TIMUR  
SYAHRUL SYAH, S.Pd. 

 
 

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

Milestone-7 

1. Rapat koordinasi Pembuatan NHPD 

               Pentahapan Rapat koordinasi Pembuatan NHPD sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
STAF BPKAD PEMKAB LAMPUNG TIMUR  
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RAPAT KOORDINASI PEMBUATAN NHPD 

RAPAT KOORDINASI PEMBUATAN NHPD 
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2. Pembuatan NHPD antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung 

terkait Hibah APBDP T.A 2023 

Pentahapan Pembuatan NHPD antara Pemprov Lampung dan Polda 

Lampung terkait Hibah APBDP T.A 2023 sebagai berikut:    
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Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 
87  
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 
 

 

 

 
 
 
 

PENANDATANGANAN NPHD OLEH KEPALA BADAN 
BPKAD PROVINSI LAMPUNG 

MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M. 

PENANDATANGANAN NPHD OLEH KABIDKEU          
POLDA LAMPUNG 

KOMBES POL WAHYUNI MARIATI, S.E. 
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Milestone-8 

1. Pembuatan Pakta-Integritas antara Polda dan Polres Jajaran 

Pentahapan pembuatan Pakta-Integritas antara Polda dan Polres 

Jajaran sebagai berikut 

 

 
 

 
(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENANDA TANGGANAN PAKTA INTEGRITAS           

PENANDA TANGGANAN PAKTA INTEGRITAS           
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d. Monitoring dan Evaluasi Milestone-9 

1.  Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Proyek Perubahan 

Pentahapan melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Proyek 

Perubahan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

 

 

 

 

KOORDINASI KEPADA MENTOR TERKAIT 
PROYEK PERUBAHAN           

KOORDINASI KEPADA MENTOR TERKAIT 

PROYEK PERUBAHAN           
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HASIL REVISI JUDUL 
IMPLEMENTASI 
PROYEK PERUBAHAN 
SESUAI PETUNJUK 
ARAHAN COACH 
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2. Monitoring dan evaluasi 

 

Metode yang tepat untuk monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Implementasi 

Proyek Perubahan Penyusunan Dan Pengendalian Pembiayaan Tindak Pidana 

Umum Oleh Biro Rena Polda Lampung dalam penentuan prioritas masalah 

yaitu dengan menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) 

untuk menyusun urutan prioritas isu harus diselesaikan. Metode merupakan 

salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik 

scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan 

urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi serta kemungkinan 

berkembangnya masalah tersebut menjadi semakin besar. Skoring pada 

metode USG yaitu dengan memberikan skor berdasarkan skala likert 1 – 5. 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

Berdasarkan hasil monitoring dalam pelaksanaan Project perubahan, maka 

dapat disimpulkan hasil-hasil yang diperoleh sebagai berikut: 

 
1. Membangun komitmen bersama pemerintah daerah melalui Rapat 

konsolidasi dan Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas antara 

Polda Lampung dengan Polres jajaran serta kesepakatan Nota Perjanjian 

Hibah Daerah (NPHD) dalam peningkatan kinerja terkait penanggulangan 

masalah tindak pidana umum di Provinsi Lampung dengan penambahan 

Anggaran Hibah anggaran tindak pidana umum. 

2. Teralokasinya tambahan anggaran lidik sidik pada DIPA Polda Lampung 

tahun 2024 dan Jukrah dengan tepat sasaran hasil penataan anggaran 

Dukops satker yang langsung dimasukan program lidik sidik giat tindak 

pidana umum, selanjutnya hasil penataan anggaran Dukops satker 

menjadi tambahan lidik sidik tindak pidana umum. 

3. Terwujudnya Satu Data Indonesia Polda Lampung tentang sinkronisasi 

data lidik sidik di wilayah hukum Polda Lampung tentang menurunnya 

angka kriminlitas yang dapat diakses pada web 

https://s.id/REKAPKINERJALPG 

 

 

 

MONITORING DAN ANEV PELAKSANAAN IMPLEMENTASI 
PROYEK PERUBAHAN            

https://s.id/REKAPKINERJALPG
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Selanjtunya dalam Pemetaan stakeholder melalui proses identifikasi para 

stakeholder yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat 

dukungan dari masing-masing stakeholder. Pada Identifikasi pengelompokan 

Stakeholder di atas menunjukkan adanya perubahan Kuadran Stakeholder 

sebelum dan sesudah Proyek Perubahan, yaitu perpindahan Sponsor, dari 

kuadran Latents ke Kuadran Promoters, serta Tim efektif dari Kuadran 

Aphatetic ke Defenders. Hal ini terjadi selama proyek perubahan terus 

dilakukan strategi komunikasi berupa koordinasi, pendekatan personal, 

penjelasan tentang aksi perubahan dan adanya dukungan dari stakeholder 

internal dan stakeholder ekstenal sehingga optimalisasi proyek perubahan 

telah tercapai. 

 
1. Pada tahap ini, project leader melakukan beberapa kegiatan sebagai 

berikut Pengumpulan dukungan terhadap project perubahan melalui surat 

pernyataan dukungan stakeholder. 

2. Pembuatan video project perubahan dan testimoni para stakeholder 

terkait project perubahan. 

3. Penyusunan Pakta-Integritas dan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 

Hibah APBDP dari Pemprov Lampung T.A 2023. 

4. Persetujuan dan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 

sesuai dengan rencana strategi yang di sepakati bersama. 

5. Monitoring dan evaluasi anggaran T.A 2024 terkait penanganan masalah 

tindak pidana umum di Provinsi Lampung 

6. Menyusun laporan pelaksanaan project perubahan oleh project leader 

Persetujuan laporan project perubahan oleh mentor. 
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3.  Penyusunan Laporan Akhir  Proyek perubahan 

 

Pentahapan Penyusunan Laporan Akhir Proyek perubahan sebagai berikut 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. PENGELOLAAN SARANA PRASARANA 

Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang ada pada Project Leader dan jajaran agar 

memudahkan pelaksanaan project perubahan. 

3. STRATEGI MANAJEMEN RESIKO MENGATASI MASALAH 

Dalam pelaksanaan Proyek perubahan ini, diprediksi akan muncul 

beberapa masalah. Masalah pertama bersifat adaptif dan yang bersifat 
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teknis, beberapa hal yang menjadi potensi masalah yang akan menjadi 

penghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian tujuan proyek 

perubahan, tentunya dibutuhkan strategi komunikasi yang memadai untuk 

mencegah atau meminimalkan terjadinya masalah. 

 

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka strategi antisipasi yang 

dilakukan adalah dengan memetakan kekuatan pengaruh masing- masing 

stakeholder yang mendukung, menolak dan netral terhadap proyek 

perubahan, setelah itu dilakukan intervensi dengan strategi komunikasi 

yang tertentu yang sesuai dengan posisi masing-masing stakeholder. 

 
Tabel berikut akan menguraikan tentang potensi masalah, risiko 

dan strategi mitigasi masalah yang harus dilakukan: 

Tabel 3.5. Potensi, Risiko dan Strategi Mitigasi masalah 

 
 POTENSI, RESIKO DAN STRATEGI MENGATASI MASALAH 

No Potensi Risiko yang terjadi Strategi Mitigasi 

1. Action leader 
kesulitan 
mengatur waktu 
antara 
melaksanakan 
aksi perubahan 
dan Tupoksi 
sebagai Auditor. 

Pelaksanaan 
proyek perubahan 
tidak 
berjalan sesuai 
dengan        jadwal 
yang telah 
ditentukan karena 
rutinitas. 

menyusun jadwal 
pelaksanaan proyek 
perubahan secara 
rinci dan komitmen 
penuh terhadap 
jadwal yang telah 
ditentukan. 

2. Minimnya waktu tim 
efektif untuk dapat 
fokus membantu 
proyek perubahan 
karena harus 
melaksanakan 
tugas pokoknya 
masing-masing. 

Adanya peran tim 
efektif yang tidak 
terlaksana 

melakukan komunikasi 
efektif dan 
berkoordinasi dengan 
baik dengan tim efektif 
tentang pentingnya 
proyek        perubahan 
serta melakukan 
evaluasi  dan 
pengendalian Tim 
efektif          agar tetap 
selalu melakukan 
kegiatan yang telah 
ditugaskan dalam 
rangka melaksanakan 
Proyek Perubahan. 
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3. Banyaknya   data 
dan berkas yang 
harus diinput ke 
dalam aplikasi. 

Kurangnya jumlah 
SDM yang 
melakukan 
penginputan. 

Membuat Surat 
Perintah penunjukkan 
untuk melakukan 
tugasnya. 

4. Kemungkinan 
mutasi 
pejabat seperti 
sponsor, mentor 
atau stockholder 

Mundurnya jadwal 
pelaksanaan 
proyek perubahan 

Segera melaporkan 
kepada  pejabat 
(sponsor, mentor 
atau stockholder) 
baru untuk 
mendapatkan 
persetujuan. 
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4. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER SETELAH PROYEK PERUBAHAN 

 

Pengklasifikasian stakeholder internal dan eksternal, deskripsi, 

posisi dan pengaruhnya dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dalam 

table berikut: 

 
Tabel 3.6. Identifikasi Stakeholder Setelah Proyek Perubahan 

 

No DESKRIPSI PERANAN POSISI PENGARUH NILAI 

A. STAKEHOLDER INTERNAL 

1 Kapolda Lampung memberikan 

nasehat, 

dukungan, 

persetujuan dan 

arahanatas 

setiap kebijakan 

untuk 

menyukses kan 

rencanaaksi 

perubahan 

Promoter 

pengaruh 

tinggi dan 

peranan 

tinggi 

10 

(Sponsor) Sangat 

 Tinggi 

 (+++) 

  

   

   

   

   

   

2 Karorena 
Polda 
Lampung 

berperan dalam 

dukungan, 

persetujuan, dan 

bimbingannya 

secara langsung 

Kepada Action 

Leaderatas 

Setiap kegiatan 

yang diperlukan 

dalam rangka 

menyukseskan 

Rencana aksi 

Perubahan. 

Promoter 

pengaruh 

tinggi dan 

peranan tinggi 

10 Sangat 

Tinggi 

(+++) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

3 Dir Reskrimum Polda Berperan 

memberikan 

Saran dan 

masukkan 

Kepada Action 

Leader 

Promoter 

pengaruh 

tinggi dan 

peranan tinggi 

9 

Tinggi 

(++) 
Lampung 

 

  

  

   

4 Kapolres/Ta Sebagai 

pendukung 

rencana 

aksi 

perubahan 

Defenders 

Pengaruh 
Rendah, 

Peran Tinggi 

5 
Sedang 

(++) 
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5 Para Kabag 
Rorena dan Tim 
Efektif 

Sebagai 
pendukung 
rencana aksi 
perubahan 

Defenders 

Pengaruh Tinggi 
dan peran 

rendah 

7 
 

Tinggi 
(++) 

 
6 

Para Kasubdit 
Reskrimum 

Polda 

Lampung 

Berperan 

memberikan 

Saran dan 

masukkan 

Kepada Action 

Leader 

Defenders 

pengaruh 

tinggi dan 

peranan 

rendah 

7 

Tinggi 

(++) 

 

7 

Personil Birorena Sebagai 

pendukung 

Rencana aksi 

perubahan. 

Defenders 

pengaruh 

tinggi dan 

peranan 

rendah 

2 

Polda Lampung Netral 

 (+/-) 

   

8 Para KabagrenPolres/ta Sebagai 

pendukung 

rencana 

aksi 

perubahan. 

Defenders 

Pengaruh Tinggi 

Peran Rendah 

7 

Tinggi (++) 

9 Para Kasatreskrim Sebagai 

Defenders 

Pengaruh 4 

pendukung Rendah, Sedang 

rencanaaksi Peran Tinggi (++) 

perubahan.   

10 Kapolsek Sebagai 

pendukung 

rencana aksi 

perubahan. 

Defenders 

Pengaruh 

Rendah, 

Peran Tinggi 

4 

Sedang 

(++) 

B. STAKEHOLDER EKSTERNAL 

1 Kepala Bapeda 
Provinsi dan Kab/Kota 

Sebagai 

pendukung rencana 

aksi 

perubahan. 
Latent 

Pengaruh tinggi, 

Peran Rendah 
6 

Tinggi 

(++) 

2 Kepala Kesbangpol dan 
Kab/Kota 

Sebagai 

pendukung rencana 

aksi 

perubahan. 
Promoter 

pengaruh 

tinggi dan 

peranan tinggi 

9 

Tinggi 

(++) 

3 Kepala 

BPKAD dan 

Kab/Kota 

Sebagai 

pendukung 

rencana aksi 

perubahan. 

Promoter 

pengaruh 

tinggi dan 

peranan tinggi 

9 

Tinggi 

(++) 

4 Masyarakat Sebagai 

pendukung rencana 

aksi 

perubahan. 
Defenders 

Pengaruh 

Rendah, 

Peran Tinggi 

4 

Sedang 

(++) 
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LATENTS 
KEPALA BAPEDA 

KEPALA KESBANGPOL 

 

 

PROMOTER 

 
 KAPOLDA 

 KARORENA 

 DIRESKRIMUM 

 KEPALA KESBANGPOL 

 KEPALA BPKAD 

 KEPALA BAPPEDA  

 
KEPALA 

APHATETIC 
 

 

 

DEFENDERS 

 

 PARA KABAG 
RORENA 

 KAPOLRES/TA 
 PARA  KASUBDIT 

RESKRIMUM 
 PARA KABAGREN 

POLRES/TA 
 KASATRESKRIM 
 KAPOLSEK 
 PERSONIL BIRO 

RENA 

 MASYARAKAT 

Kuadran Stakeholder setelah proyek perubahan 

 
a. Identifikasi Pengelompokan Stakeholder menggunakan empat (4) 

kuadran Setelah Proyek perubahan (Proper) eluruh stakeholder tersebut 

apabila dipetakan dalam Kuadran     Stakeholder, maka akan tampak seperti 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.4. Kuadran Stakeholder setelah proyek perubahan 

 

PENGARUH TINGGI 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
     PERAN RENDAH         PERAN TINGGI 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 
 

       
 
 

PENGARUH RENDAH 

 
Pemetaan stakeholder diperoleh melalui proses identifikasi para 

stakeholder yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian 

diidentifikasi lagi sifat dukungan dari masing-masing stakeholder. 

LATENT 
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Pada Identifikasi pengelompokan Stakeholder di atas menunjukkan 

adanya perubahan Kuadran Stakeholder sebelum dan sesudah 

Proyek Perubahan, yaitu perpindahan Sponsor, dari kuadran Latents 

ke Kuadran Promoters, serta Tim efektif dari Kuadran Aphatetic ke 

Defenders. Hal ini terjadi selama proyek perubahan terus dilakukan 

strategi komunikasi berupa koordinasi, pendekatan personal, 

penjelasan tentang aksi perubahan dan adanya dukungan dari 

stakeholder internal dan stakeholder ekstenal sehingga optimalisasi 

proyek perubahan telah tercapai. 

 

1) Promoters (High Influence/ High Interest) 

 Komunikasi dengan stakeholders yang dikategorikan dalam 

kelompok promoters merupakan strategi komunikasi kunci yang 

dilakukan dalam pelaksanaan proyek perubahan, project leader 

melakukan berbagai metode meliputi konsultasi, penyampain 

informasi secara langsung dan menyeluruh serta intensif. 

2) Latens (High Influence/ Low Interest) 

 Walaupun dikategorikan memiliki kepentingan rendah terhadap 

proyek perubahan, project leader akan berupaya untuk membangun 

komunikasi yang optimal dalam mendapatkan kepercayaan dan 

komitmen dalam pelaksanaan proyek perubahan tersebut. Strategi 

komunikasi yang dilakukan adalah dengan metode informatif, 

koordinatif dan komunikatif untuk mendapatkan komitmen dan 

kesepahaman antar stakeholders. 

3) Defenders (Low Influence/ High Interest) 

 Komunikasi yang baik yang dilakukan project leader dengan 

kelompok stakeholders defenders sebagai penerima manfaat dari 

proyek perubahan. Upaya komunikasi yang dilakukan menggunakan 

strategi komunikasi dengan metode informatif, koordinatif dan 

edukatif dengan memberikan informasi secara komprehensif 

berkaitan dengan data faktual dan pemahaman terkait manfaat 

proyek perubahan secara persuasif. 
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4) Apathetics (Low Influence/ Low Interest) 

Upaya komunikasi yang dibangun oleh project leader kepada 

kelompok stakeholders Apathetics yaitu dengan menginformasikan 

secara komprehensif dan intensif yang diharapkan memberikan 

pengaruh dan pemahaman terkait pentingnya proyek perubahan ini. 

Strategi komunikasi yang dilakukan dengan metode informatif, 

edukatif dan persuasif  dengan tujuan memberikan informasi secara 

persuasif meliputi manfaat, data faktual dan pengetahuan terhadap 

stakeholders kelompok ini. 

 

5. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN 

Berdasarkan tujuan yang telah dicapai didalam pelaksanaan 

proyek perubahan, maka milestone atau pentahapan yang telah 

dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: 

a. Perencanaan (Planning) 

b. Pengorganisasi (Organizing) 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

d. Monitoring dan Evaluasi (Controling) 

e. Pasca Diklat 

 

Milestone atau pentahapan proyek perubahan merupakan tahap 

inti, dimana pada tahap ini inovasi dari project perubahan yang akan 

dilakukan oleh project leader, dibuat menjadi beberapa  tahapan 

kegiatan. 

 

Pencapaian hasil project perubahan 

Berdasarkan hasil monitoring dalam pelaksanaan Project perubahan, 

maka dapat disimpulkan hasil-hasil yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Jangka Pendek 

1) Membangun komitmen bersama pemerintah daerah melalui 

Rapat konsolidasi dan Terlaksananya penandatanganan Pakta 

Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran serta 
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kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam 

peningkatan kinerja terkait penanggulangan masalah tindak 

pidana umum di Provinsi Lampung dengan penambahan 

Anggaran Hibah sejumlah Rp. 1.344.620.000,- (penambahan 

anggaran tindak pidana umum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

2) Teralokasinya tambahan anggaran lidik sidik pada DIPA Polda 

Lampung tahun 2024 dan Jukrah dengan tepat sasaran hasil 

penataan anggaran Dukops satker yang langsung dimasukan 

program lidik sidik giat tindak pidana umum sejumlah Rp. 
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1.409.040.000,- selanjutnya hasil penataan anggaran Dukops 

satker menjadi tambahan lidik sidik tindak pidana umum 

sejumlah Rp. 1.764.102.000,-. 

 

 

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

3) Terwujudnya Satu Data Indonesia Polda Lampung tentang 

sinkronisasi data lidik sidik di wilayah hukum Polda Lampung 

pada web https://s.id/REKAPKINERJALPG . 

https://s.id/REKAPKINERJALPG
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2. Jangka Menengah 

1) Rencana Usulan Permohonan Anngaran Hibah ke Pemerintah 

Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota sesuai dengan 

rencana strategi yang di sepakati bersama untuk T.A. 2024. 

2) Terlaksananya kegiatan operasi kepolisian dalam pembiayaan 

tindak pidana umum sesuai dengan recana strategi secara 

maksimal. 

3) Meningkatkan penyelesaian tindak pidana umum di Provinsi 

Lampung dengan maksimal. 

 
 

3. Jangka Panjang 

1) Impelementasi Nota Perjanjian Hibah Daerah antara 

pemerintah Provinsi Lampung dengan Polda Lampung secara 

berkelanjutan. 

2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran T.A 2024 

terkait penanganan masalah tindak pidana umum di Provinsi 

Lampung. 

3) Terwujudnya harkamtibmas, penurunan kemiskinan ekstrim, 

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. 

 

6. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN PILIHAN 

 
Mata pelatihan pilihan yang mendukung proyek perubahan, antara lain: 

a. Manajemen strategis. 

Mata Pelatihan manajemen strategi merupakan salah satu mata 

pilihan yang mengajarkan bagaimana melakukan analisis terhadap 

situasi internal dan eksternal, melakukan kajian menyeluruh, 

penelusuran, pembuktian dan penilaian terhadap berbagai faktor 

tersebut, sehingga lahir strategi/ inovasi yang menjadi jalan keluar atas 

permasalahan. 

b. Organizational Learning. 

Mata Pelatihan organizational learning adalah proses dimana organisasi 

memahami dan mengelola pengalaman mereka untuk dijadikan 
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perbaikan dan pengembangan pada organisasi. 

c. Kemitraan dengan Pemerintah. 

Mata Pelatihan kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih 

yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada 

dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk 

suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata 

sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan terampil dalam 

pembangunan guna kesejahteraan rakyat. 

 
Dalam melakukan pengembangan potensi diri sesuai dengan strategi yang 

telah disusun dan telah disepakati dengan mentor. Mata pelatihanpilihan 

manajemen strategis, organization learning, dan kemitraan efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman perspektif kerja, masalah, 

keinginan memperbaiki diri dan menyebarkan kepada teman kerja. 

Perubahan tingkat individu meliputi; keinginan memperbaiki perilaku kerja; 

keterbukaan dan kesiapan pencatatan perilaku; kesediaan menyediakan 

waktu; lebih banyak mempergunakan analisis penyebab masalah; lebih 

banyak dialog dan tidak terjebak dengan gejala; keinginan dan upaya 

menyebarkan organizational learning, manajemen strategis dan kemitraan 

dalam pelatihan. Bentuk perubahan kelompok dan institusi berupa upaya 

untuk menyampaikan informasi pelatihan lintas sektor yang lebih luas. 

 

7. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SETELAH    PROYEK PERUBAHAN 

a. Penilaian Sikap Prilaku 

Berdasarkan hasil penilaian peserta dan penilaian dari mentor 

terhadap proses pengembangan kompetensi action leader yang 

merepresentasikan aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan 

kepemimpinan mencakup 3 (tiga) kompetensi, yaitu: 

1) Integritas 

Dalam penilaian kompetensi Integritas yang mencakup 6 (enam) 

sub komponen, antara lain : Tanggung jawab, Komitmen, 

Kedisiplinan, Kejujuran, Konsistensi, Pengambilan Keputusan 

Dilematis dengan hasil nilai rata-rata ≥9.00 
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2) Kerjasama 

Dalam penilaian kompetensi Kerja Sama yang mencakup 5 

(lima) sub komponen, antara lain : Kerjasama Internal, 

Kerjasama Eksternal, Komunikasi, Fleksibilitas, Komitmen dalam 

Tim dengan hasil nilai rata-rata ≥ 9.00. 

3) Mengelola Perubahan 

Dalam penilaian kompetensi Mengelola Perubahan yang 

mencakup 5 (lima) sub komponen, antara lain : Orientasi 

Pelayanan, Adaptabilitas, Pengembangan diri dan orang lain, 

Orientasi pada hasil, Inisiatif dengan hasil nilai rata-rata ≥ 9.00. 

 

 
Dari hasil ketiga kompetensi tersebut diatas bahwa rata-rata Nilai Sikap 

Perilaku dari action leader adalah ≥ 9.00 dengan kategori “ISTIMEWA” 

 
Tabel 3.7. Rekap nilai akhir sikap perilaku peserta proyek perubahan 

 

 
Uraian 

Nilai 
Komponen 

Sub 
Komponen 
Integritas 

Sub 
Komponen 
Kerjasama 

Sub 
Komponen 
Mengelola 
Perubahan 

Rata-Rata 
Total Sub 

Komponen 

Kualifikasi 
Total Sub 

Komponen 

Peserta ≥ 9.00 ≥ 9.00 ≥ 9.00 ≥ 9.00 Istimewa 

Mentor ≥ 9.00 ≥ 9.00 ≥ 9.00 ≥ 9.00 Istimewa 

Nilai Rata-
Rata Per 
Sub 
Komponen 

 
≥ 9.00 

 
≥ 9.00 

 
≥ 9.00 

 
≥ 9.00 Istimewa 

Kualifikasi Per 
Sub Komponen Istimewa Istimewa Istimewa Istimewa Istimewa 

 
 

Keterangan Kualifikasi: 

 

9.00-10 : Istimewa 

7-8.99 : Baik 

5-6.99 : Cukup 

3-4.99 : Kurang 

1-2.99 : Sangat Kurang 
 
 

 
 

 

Akhir Sikap Perilaku 

9.00 

Kualifikasi:  Istimewa 
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REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

Istimewa : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir 
Peserta atau Mentor dan rekap nilai gabungan peserta perlu 
diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi 
perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai 
bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan 
pimpinan yang lebih tinggi.  

Baik : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir 
peserta atau mentor dari rekap nilai gabungan, peserta perlu 
diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi 
perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang 
terjadwal sebagai bakal pendalaman sikap perilaku dalam 
jabatan JPT Pratama. 

Cukup : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir 
peserta atau mentor dari rekap nilai gabungan, peserta perlu 
diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi 
perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang 
terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam 
jabatan JPT Pratama 

Kurang : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir 
peserta atau mentor dari rekap nilai gabungan, peserta 
diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk 
kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi 
perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang 
sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan biro 
SDM/Kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal 
penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama. 

Sangat Kurang : 

 
 

b. Pengembangan Kompetensi Diri 

Dalam meningkatkan perencanaan anggaran untuk 

memaksimalkan pembiayaan tindak pidana umum di Provinsi 

Lampung akan berdampak terhadap perubahan manajemen dalam 

implementasi proyek perubahan maka dibentuk kegiatan-kegiatan 

yang terukur dan terjadwal. Pengembangan Kompetensi Diri 

dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan perencanaan 

anggaran. 
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(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

c. Pengembangan Kompetensi kepada Stackholder dan Anggota 

Dalam meningkatkan perencanaan anggaran untuk 

memaksimalkan pembiayaan tindak pidana umum di Provinsi 

Lampung telah berdampak terhadap perubahan manajemen dalam 

implementasi proyek perubahan maka dibentuk kegiatan-kegiatan 

yang terukur dan terjadwal. Adapun rencana strategi pengembangan 

kompetensi kepada stackholder dan anggota: 

i. Pelaksanakan Jukrah dan pembentukan tim penyusun 

anggaran. 

ii. Kegiatan sosialisasi perencanaan anggaran T.A. 2024 
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iii. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk 

peningkatan anggaran dukungan harkamtibmas. 

iv. Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk 

peningkatan anggaran dukungan harkamtibmas. 

v. Membangun kesepakatan pakta integritas dengan Pemerintah 

Daerah dalam Perubahan strategi pada perencanaan anggaran 

T.A. 2024. 

 

(Dokumen Pendukung Lengkap Dalam Lampiran) 

 

8. STRATEGI MARKETING 

 
Strategi Marketing dalam rangka terwujudnya sinkronisasi 

antara renja Polda Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung 

sehingga strategi ini lebih mudah diterima. Langkah strategi marketing 

menggunakan 4P1C (Product, Price, Place, Promotion, dan 

Customer) sebagai berikut: 

a. Product 

Product yang dihasilkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Fakta Integritas, 

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (LHPT), Analisis dan Evaluasi 

(Anev). 
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b. Price 

Penambahan Anggaran Tindak Pidana Umum baik yang 

bersumber dari APBN maupun APBD. 

c. Place 

Mabes Polri, Polda Lampung dan Pemerintah Daerah Lampung 

d. Promotion 

Sosialisasi, Rapat, Konsolidasi, Monitoring, Evaluasi. 

e. Customer 
 

Personil Polda Lampung dan Masyarakat Provinsi Lampung 

 
 

9. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR 

 
Sebagai organisasi pembelajar yang efektif Rorena Polda Lampung 

memenuhi 5 dimensi sebagai berikut: 

a. Personal Mastery 

 Dimensi personal mastery dalam proyek perubahan ini dapat 

menghasilkan dan menjaga creative tension selalu terjaga dengan 

terus meningkatkan kemampuan dan terus berkembang. 

b. Mental Model 

 Dimensi mental model yang digunakan dalam proyek perubahan ini 

adalah mengubah perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak 

pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD yang akan 

datang agar tepat sasaran. 

c. Share dvision 

 Dimensi share dvision yang digunakan dalam proyek perubahan ini 

berupa berupa komitmen dan dukungan stakeholder dalam 

mencapai visi, tujuan yang sudah ditetapkan dalam proyek 

perubahan yang berupa sinkronisasi antara Renja Polda Lampung 

dan Pemerintah Provinsi Lampung. 

d. Team Learning 

 Dimensi teamlearning yang digunakan dalam proyek perubahan ini, 

yaitu kemampuan Project Leader beserta tim efektif mempengaruhi 

stakeholder untuk mengimplementasi proyek perubahan ini dimana 
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ada knowledge sharing, sosialisasi. 

e. System Thingking 

 Dimensi system thingking yang digunakan dalam proyek perubahan 

ini, meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk mendukung 

kegiatan operasional lidik sidik sehingga  dapat maksimal pada 

alokasi anggaran secara berkelanjutan. 
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BAB V. PENUTUP 

 

 
Setelah melalui tahapan-tahapan dalam pelaksanaan aksi 

perubahan tentang Strategi Pembiayaan Tindak Pidana Umum Di Polda 

Lampung, implementasi proyek perubahan berorientasi meningkatkan 

efektifitas kinerja dalam perencanaan anggaran untuk pembiayaan 

tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD TA. 

2023 dan TA. 2024 mendatang dengan tepat  sasaran sehingga dapat 

meningkatan kinerja Rorena Polda Lampung dan  dapat memberi manfaat 

bagi peserta didik serta memberikan masukan bagi peningkatan kinerja 

organisasi. 

 
A. LESSON LEARNED 

Selama proses proyek perubahan ini, beberapa pelajaran penting 

dapat diambil. Kepemimpinan yang kuat menjadi sendi pokok 

keberhasilan dalam     perencanaan anggaran.  

1. Visi yang jelas dan komunikasi efektif agar seluruh tim dan pihak 

terkait memahami tujuan dan arah proyek. Hal ini membantu 

dalam menghilangkan ambiguitas dan mencegah kesalah 

pahaman yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan 

anggaran untuk pembiayaan tindak pidana umum secara tepat  

sasaran. 

2. Keterlibatan aktif dari stakeholder, menunjukkan betapa 

pentingnya kolaborasi dan partisipasi dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Selama proyek berlangsung, 

kami menyadari bahwa tidak semua pihak memiliki pemahaman 

yang seragam tentang prosedur dan standar pengawasan. Oleh 

karena itu, investasi dalam pelatihan dan pembinaan menjadi 

esensial untuk memastikan keseragaman pemahaman dan 

pelaksanaan tugas. 

3. Adaptabilitas juga menjadi pelajaran penting. Seperti dalam 

proyek lainnya, tantangan dan hambatan muncul di tengah jalan. 

Kepemimpinan yang adaptif dan responsif memungkinkan tim 



115 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

untuk menavigasi perubahan dengan efektif, memastikan proyek 

tetap di jalur yang benar. Evaluasi reguler dan pemberian 

feedback terhadap strategi perencanaan anggaran menunjukkan 

bahwa pendekatan yang konstan dalam memeriksa dan 

menyesuaikan diri adalah kunci keberhasilan jangka panjang. 

 

Namun, pelajaran terbesar mungkin adalah pentingnya integritas 

dan etika dalam proses perencanaan anggaran untuk pembiayaan 

tindak pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD TA. 

2023 dan TA. 2024 secara tepat  sasaran. Tanpa kedua nilai inti ini, 

seluruh usaha perencanaan anggaran dapat dengan mudah 

terkompromi, mengancam keberhasilan proyek dan, yang lebih penting, 

kepercayaan publik. Akhirnya, penerapan proyek perubahan ini 

membantu meningkatkan efisiensi perencanaan anggaran, menunjukkan 

bahwa inovasi adalah hal yang tidak bisa diabaikan dalam strategi 

pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung. 

 

B. KESIMPULAN 

Pasca pelaksanaan aksi perubahan ini maka perencanaan 

anggaran termonitor dengan lebih baik dan terintegrasi, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat tim yang solid dalam melakukan perumusan Pakta 

Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran, 

sosialisasi, monitoring dan evaluasi sehingga tujuan utama dari 

proyek perubahan ini dapat tercapai sebagaimana terlampir 

Surat Perintah dalam Penunjukan Tim Efektif Aksi Perubahan. 

2. Terwujudnya komitmen bersama pemerintah daerah melalui 

Rapat konsolidasi dan Terlaksananya penandatanganan Pakta 

Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran serta 

kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam 

peningkatan kinerja terkait penanggulangan masalah tindak 

pidana umum di Provinsi Lampung dengan penambahan 

Anggaran Hibah sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (penambahan 
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anggaran tindak pidana umum) dan sejumlah Rp. 1.460.046.000,- 

(penambahan anggaran tindak pidana narkoba), total 

penambahan Anggaran Hibah sejumlah Rp. 2.760.046.000,- 

3. Teralokasinya tambahan anggaran lidik sidik pada DIPA Polda 

Lampung tahun 2024 dan Jukrah dengan tepat sasaran yang 

semula sejumlah Rp. 46.472.487.000,- menjadi sejumlah Rp. 

49.122.770.000,- dengan alokasi penambahan anggaran 

sejumlah  Rp. 2.650.283.000,- sehingga kegiatan operasi 

kepolisian dalam pembiayaan tindak pidana umum sesuai dengan 

recana strategi dengan maksimal. 

4. Terdapat Rencana Usulan Permohonan Angaran Hibah ke 

Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota sesuai 

dengan rencana strategi yang di sepakati bersama secara 

berkelanjutan. 

5. Terwujudnya Satu Data Indonesia Polda Lampung tentang 

sinkronisasi data lidik sidik di wilayah hukum Polda Lampung 

dalam mendukung harkamtibmas, penurunan kemiskinan ekstrim, 

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. 

 

C. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dapat direkomendasikan 

beberapa hal, antara lain: 

1. Perlu adanya sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh personel 

Polda Lampung terkhusus bagi Rorena Polda Lampung, akan 

pentingnya perencanaan anggaran untuk pembiayaan tindak 

pidana umum yang bersumber dari APBN maupun APBD agar 

tepat    sasaran; 

2. Dibutuhkan dukungan penuh dari Kasatker terhadap implementasi 

Pakta   Integritas antara Polda Lampung dengan Polres jajaran serta 

kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 

3. Perlu adanya monitor dan evaluasi dari kasatker tentang 

keberlangsungan Pakta   Integritas antara Polda Lampung dengan 

Polres jajaran dan kesepakatan Nota Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD). 



117 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangaan Negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan 

Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang 

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akutansi 

Dan Pelaporan Keuangan. 

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/Pmk.05/2017 

Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2013 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

LAMPIRAN DATA DUKUNG MILESTONE (PENTAHAPAN)  
PROYEK PERUBAHAN 

 
 

A. Perencanaan (Planning) 
4. Melaporkan kepada atasan selaku Mentor   proyek perubahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILESTONE 1 
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KOORDINASI DAN ARAHAN DARI KARORENA 
POLDA LAMPUNG SELAKU MENTOR           

KOORDINASI DAN ARAHAN DARI KARORENA 

POLDA LAMPUNG SELAKU MENTOR           
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5. Membuat surat  perintah Tim efektif dan undangan rapat serta sosialisasi. 
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6. Pembentukan Tim Efektif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEMBUATAN SURAT/SPRIN TIM EFEKTIF 

PEMBUATAN SURAT/SPRIN TIM EFEKTIF 

PEMBUATAN SURAT/SPRIN TIM EFEKTIF 
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PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           
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7. Mengumpulkan bahan dan  informasi yang diperlukan untuk penyusunan 
proyek perubahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENGUMPULKAN BAHAN DAN INFORMASI 

YANG DIPERLUKAN UNTUK PROPER 

MENGUMPULKAN BAHAN DAN INFORMASI 

YANG DIPERLUKAN UNTUK PROPER 

MENGUMPULKAN BAHAN DAN INFORMASI 
YANG DIPERLUKAN UNTUK PROPER 
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B. Pengorganisasi (Organizing) 
1. Koordinasi dengan rekan kerja serta stakeholder Internal dan Eksternal tentang 

proyek perubahan yang akan dilaksanakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER INTERNAL 

DAN EKSTERNAL 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER INTERNAL 

DAN EKSTERNAL 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER INTERNAL 

DAN EKSTERNAL 

MILESTONE 2 
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2. Rapat awal tentang penjelasan dan pembagian tugas yang akan dikerjakan 

Tim Efektif terkait tahapan pelaksanaan                 Proyek perubahan. 
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RAPAT AWAL TIM EFEKTIF MEMBAHAS 
TENTANG PROYEK PERUBAHAN           

RAPAT AWAL TIM EFEKTIF MEMBAHAS 

TENTANG PROYEK PERUBAHAN           

RAPAT AWAL TIM EFEKTIF MEMBAHAS 

TENTANG PROYEK PERUBAHAN           
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3. Diskusi strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung yang 
bersumber dari APBN   maupun APBD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DISKUSI STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           

DISKUSI STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           

DISKUSI STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           
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4. Membuat strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda Lampung yang 

bersumber dari APBN dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           
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. 
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PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           

PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           

PEMBUATAN STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN           
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C. Pelaksanaan (Actuating) 
1. Pelaksanaan rapat ke-2 antara actionleader, tim Efektif dan persiapan 

penyusunan anggaran Tindak Pidana Umum T.A. 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILESTONE 3 
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RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           

RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           

RAPAT KE DUA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN           
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2. Sosialisasi tentang jukrah strategi pembiayaan tindak pidana umum di Polda 
Lampung yang bersumber dari APBN dan APBD. 
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SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN SATKER           

SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN SATKER           

SOSIALISASI ANGGARAN DUKOPS POLDA DAN SATKER            



137 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSIALISASI ANGGARAN HIBAH PEMPROV  

DAN PEMKAB/KOTA           

SOSIALISASI ANGGARAN HIBAH PEMPROV  

DAN PEMKAB/KOTA           

SOSIALISASI ANGGARAN HIBAH PEMPROV  

DAN PEMKAB/KOTA           
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1. Penyusunan anggaran   untuk penanganan tindak pidana umum sesuai Jukrah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILESTONE 4 
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ARAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENANGANAN 

TINDAK PIDANA UMUM SESUAI JUKRAH 

ARAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENANGANAN 

TINDAK PIDANA UMUM SESUAI JUKRAH 

ARAHAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENANGANAN 

TINDAK PIDANA UMUM SESUAI JUKRAH 
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2. Penelitian kertas kerja dan dokumen pendukung anggran tindak pidana 
umum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 
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PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 

PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 
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3. Review kertas kerja dan dokumen pendukung anggaran tindak pidana umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 
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PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 
PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 

PENELITIAN KERTAS KERJA DAN DOKUMEN 

PENDUKUNG ANGGARAN TINDAK PIDANA UMUM 
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1. Koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILESTONE 5 



145 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KEPALA BADAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG 

MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG 

Drs. M. FIRSADA, M. Si. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
STAF KEPALA BADAN BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 

ANDI ARAFAT, S.E., M.M. 
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KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA LIDIK SIDIK 
DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 

BADAN STASTISTIK PROVINSI LAMPUNG  
IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M. 

KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA LIDIK SIDIK 
DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 

BADAN STASTISTIK PROVINSI LAMPUNG  
IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M. 

KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA LIDIK SIDIK 
DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 

BADAN STASTISTIK PROVINSI LAMPUNG  
IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M. 
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2. Koordinasi ke Pemda / Pemkab Jajaran Provinsi Lampung 
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KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG TENGAH 

Drs. SUGANDI, M.M. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
Plt. KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TENGAH 

DENI PANJI WIJAYA, S.IP. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BAPPEDA PEMKAB LAMPUNG TENGAH  

IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M. 
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1. Koordinasi ke Pemkab / Kota Jajaran Provinsi Lampung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILESTONE 6 
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KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TIMUR  

Dr. Drs. SUKISMANTO AJI, M.Si. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
STAF BPKAD PEMKAB LAMPUNG TIMUR  

 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG TIMUR  

SYAHRUL SYAH, S.Pd. 
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KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG UTARA  

Ir. MIKAEL SARAGIH, M.M. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG UTARA  

Drs. MAT SOLEH, M.Pd. 

KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BAPEDA KOTA METRO 

Dr. ANANG TIAGIYANTO, SKM., M. Kes. 
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1. Rapat tentang strategi  pembiayaan anggaran yang bersumber dari APBD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPAT STRATEGI PEMBIAYAAN ANGGARAN 
YANG BERSUMBER DARI APBD           

RAPAT STRATEGI PEMBIAYAAN ANGGARAN 
YANG BERSUMBER DARI APBD           

RAPAT STRATEGI PEMBIAYAAN ANGGARAN 
YANG BERSUMBER DARI APBD           

MILESTONE 7 
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2. Pembuatan NHPD antara Pemprov Lampung dan Polda Lampung terkait Hibah 
APBDP T.A 2023 
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PENANDATANGANAN NPHD OLEH KEPALA BADAN 
BPKAD PROVINSI LAMPUNG 

MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M. 

PENANDATANGANAN NPHD OLEH KABIDKEU          
POLDA LAMPUNG 

KOMBES POL WAHYUNI MARIATI, S.E. 
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1. Rapat dan Pembuatan Pakta-Integritas dan NPHD Hibah APBDP dari 
Pemprov Lampung T.A 2023 

 
 

 
 

PAKTA INTEGRITAS POLDA LAMPUNG 
 

 

MILESTONE 8 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES METRO 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG TIMUR 
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PAKTA INTEGRITAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG 

 

 
PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG SELATAN 

 
 
 

LAMPIRAN DATA DUKUNG: PAKTA INTEGRITAS POLRES JAJARAN 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES METRO 

 

 
PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG UTARA 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG BARAT 

 
 
 

 
PAKTA INTEGRITAS POLRES TULANG BAWANG BARAT 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES TANGGAMUS 
 

 
PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG TIMUR 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES WAYKANAN 
 
 

 
PAKTA INTEGRITAS POLRES LAMPUNG TENGAH 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES MESUJI 

 
 

 
PAKTA INTEGRITAS POLRES PESAWARAN 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES TULANG BAWANG 

 
 

 
PAKTA INTEGRITAS POLRES PRINGSEWU 
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PAKTA INTEGRITAS POLRES PESISIR BARAT 
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` 

PENANDA TANGGANAN PAKTA INTEGRITAS           

PENANDA TANGGANAN PAKTA INTEGRITAS           

PENANDA TANGGANAN PAKTA INTEGRITAS           
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D. Monitoring dan Evaluasi (Controling) 
1. Melaporkan kepada Mentor dan Coach terkait hasil Proyek Perubahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOORDINASI KEPADA MENTOR TERKAIT 
PROYEK PERUBAHAN           

KOORDINASI KEPADA MENTOR TERKAIT 
PROYEK PERUBAHAN           

KOORDINASI KEPADA MENTOR TERKAIT 
PROYEK PERUBAHAN           

MILESTONE 9 
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2. Monitoring dan evaluasi. 
 
 

 
 
 
 

 
DUKOPS POLRESTA BANDAR LAMPUNG 
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DUKOPS POLRES LAMPUNG SELATAN 
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DUKOPS POLRES METRO 



172 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

 
 
 

 

 
 



173 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

DUKOPS POLRES LAMPUNG UTARA 
 
 

 

 
 
 
 

DUKOPS POLRES LAMPUNG BARAT 
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DUKOPS POLRES TULANG BAWANG 
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DUKOPS POLRES TANGGAMUS 
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DUKOPS POLRES LAMPUNG TIMUR 
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DUKOPS POLRES WAYKANAN 
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DUKOPS POLRES LAMPUNG TENGAH 
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DUKOPS POLRES MESUJI 
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DUKOPS POLRES PESAWARAN 
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DUKOPS POLRES TULANG BAWANG BARAT 
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DUKOPS POLRES PRINGSEWU 
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DUKOPS POLRES PESISIR BARAT 
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3. Penyusunan Laporan Akhir Proyek perubahan. 
 
 

MONITORING DAN ANEV PELAKSANAAN IMPLEMENTASI 

PROYEK PERUBAHAN            

MONITORING DAN ANEV PELAKSANAAN IMPLEMENTASI 
PROYEK PERUBAHAN            

MONITORING DAN ANEV PELAK...SANAAN IMPLEMENTASI 

PROYEK PERUBAHAN            
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E. Pasca Diklat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLDA LAMPUNG 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KARORENA POLDA LAMPUNG 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KABAG STRAJEMEN POLDA 

LAMPUNG 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KSBG RENMIN POLDA 

LAMPUNG 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KASUBDIT IV DITRESKRIMUM 
POLDA LAMPUNG 



192 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERNYATAAN DUKUNGAN KA KESBANGPOL KAB. 

LAMPUNG UTARA 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KA BPKAD PROVINSI LAMPUNG 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KA KESBANGPOL PROVINSI 

LAMPUNG 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLRES LAMTENG 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLRES METRO 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLRES TULANG BAWANG 

BARAT 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KA BPKAD KAB. LAMPUNG 

TIMUR 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KA BPKAD KAB. LAMPUNG 

UTARA 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KA BPKAD KOTA METRO 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KA BAPPEDA KOTA METRO 
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PERNYATAAN DUKUNGAN KESBANGPOL KAB METRO 
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TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KEPALA BADAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG  

MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M. 

TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG  

Drs. M. FIRSADA, M. Si. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KEPALA BADAN BPKAD PROVINSI LAMPUNG  

MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
Plt. KA BAPPEDA PEMKAB LAMPUNG TENGAH 

IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG  

Drs. M. FIRSADA, M. Si. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BAPPEDA PEMKAB LAMPUNG TENGAH  

IRFAN TOGA SETIAWAN, S.E., M.M. 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
Plt. KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TENGAH 

DENI PANJI WIJAYA, S.IP. 

TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
Plt. KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TENGAH 

DENI PANJI WIJAYA, S.IP. 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG TENGAH 

Drs. SUGANDI, M.M. 

TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL  
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG TENGAH 

Drs. SUGANDI, M.M. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TIMUR  

Dr. Drs. SUKISMANTO AJI, M.Si. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG TIMUR  

Dr. Drs. SUKISMANTO AJI, M.Si. 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG TIMUR  

SYAHRUL SYAH, S.Pd. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG UTARA  

Ir. MIKAEL SARAGIH, M.M. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BPKAD PEMKAB LAMPUNG UTARA  

Ir. MIKAEL SARAGIH, M.M. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG UTARA  

Drs. MAT SOLEH, M.Pd. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA KESBANGPOL PEMKAB LAMPUNG UTARA  

Drs. MAT SOLEH, M.Pd. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BAPEDA KOTA METRO 

Dr. ANANG TIAGIYANTO, SKM., M. Kes. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BAPEDA KOTA METRO 

Dr. ANANG TIAGIYANTO, SKM., M. Kes. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA BPKAD KOTA METRO ISMET, S.E. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 

KA BPKAD KOTA METRO ISMET, S.E. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KA KASESBANGPOL KOTA METRO Dra. ROSITA, M.M. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 

KA KASESBANGPOL KOTA METRO Dra. ROSITA, M.M. 
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TESTIMONI MENTOR KARO RENA POLDA LAMPUNG 
KOMBES POL Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.  

DUKUNGAN MENTOR KARO RENA POLDA LAMPUNG 
KOMBES POL Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.  
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DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAG STRAJEMEN BIRO RENA POLDA LAMPUNG AKBP 

DASEP WAHYU PERMADI, SP., S.H. 

TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAG STRAJEMEN BIRO RENA POLDA LAMPUNG 

AKBP DASEP WAHYU PERMADI, SP., S.H. 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KABAGDALPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG 

 ENDAH PURWATI, S.E. 

TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL 
KABAGDALPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG 

 ENDAH PURWATI, S.E. 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KASUBBAG RENMIN BIRO RENA POLDA LAMPUNG 

ERWANTO, S.Sos., S.M. 

TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KASUBBAG RENMIN BIRO RENA POLDA LAMPUNG 

ERWANTO, S.Sos., S.M. 



218 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
STAF DALPROGAR BIRO RENA POLDA LAMPUNG        

ARIS SETIA WIJAYA, S.H. 

TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
STAF DALPROGAR BIRO RENA POLDA LAMPUNG  

ARIS SETIA WIJAYA, S.H. 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL PNS ARUM 

TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL PNS ARUM 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 

PEDAGANG EDI HUMAIDI 

TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL PEDAGANG 
EDI HUMAIDI 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER EKSTERNAL 

PETANI YANTO 

TESTIMONI STAKEHOLDER EKSTERNAL PETANI YANTO 
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TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KAPOLRES LAMPUNG TENGAH 

AKBP ANDIK PURNOMO SIGIT, S.H., S.I.K., M.M. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KAPOLRES LAMPUNG TENGAH 

AKBP ANDIK PURNOMO SIGIT, S.H., S.I.K., M.M. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL KAPOLRES METRO 
AKBP HERI SULISTYO NUGROHO, S.I.K., M.I.K. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KAPOLRES METRO 

AKBP HERI SULISTYO NUGROHO, S.I.K., M.I.K. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KAPOLRES TULANG BAWANG BARAT 

AKBP NDARU ISTIMAWAN, S.I.K. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KAPOLRES TULANG BAWANG BARAT 

AKBP NDARU ISTIMAWAN, S.I.K. 
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DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
WAKAPOLRES LAMPUNG UTARA  

KOMPOL DWI SANTOSA, S.H. 

TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
WAKAPOLRES LAMPUNG UTARA 

KOMPOL DWI SANTOSA, S.H. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAGREN POLRES LAMPUNG TENGAH 

KOMPOL DAYAT HADI JAYA, S.H., M.H. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAGREN POLRES LAMPUNG TENGAH 

KOMPOL DAYAT HADI JAYA, S.H., M.H. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAGREN POLRES LAMPUNG TIMUR 

KOMPOL HUSNI ALI AKBAR, S.Pd., M.Pd. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAGREN POLRES LAMPUNG TIMUR 

KOMPOL HUSNI ALI AKBAR, S.Pd., M.Pd. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAGREN POLRES LAMPUNG UTARA 

KOMPOL MARDIANTO, S.H. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAGREN POLRES LAMPUNG UTARA 

KOMPOL MARDIANTO, S.H. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAGREN POLRES METRO 

KOMPOL LANGGENG TOTO SANTOSO, S.H. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KABAGREN POLRES METRO 

KOMPOL LANGGENG TOTO SANTOSO, S.H. 
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TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
KASAT RESKRIM POLRES METRO 

AKP MANGARA PANJAITAN, S.T.K., S.I.K. 

DUKUNGAN STAKEHOLDER INTERNAL 
KASAT RESKRIM POLRES METRO 

AKP MANGARA PANJAITAN, S.T.K., S.I.K. 



231 Implementasi Proyek Perubahan Joko Siswondo H., S.E. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONI STAKEHOLDER INTERNAL 
PJ. KASATRESKRIM POLRES LAMPUNG TENGAH 

AKP EDI QORINAS, S.H., M.H. 


